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BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA,
NON BERUSAHA DAN PENGAWASAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;

b. bahwa guna mendorong kinerja birokrasi
Pemerintahan Daerah dibidang perizinan yang efisien,
efektif dan berkualitas menuju pelayanan prima;

C. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha,
Non Berusaha dan Pengawasan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan
Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

1&@‘)




Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
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Menetapkan

10.

11

12.

13.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, NON
BERUSAHA DAN PENGAWASAN PADA  DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

A e

10.

Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Bupati adalah Bupati Karangasem.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.
Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan
alur pelayanan.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP
adalah serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau
kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang
dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan
persyaratan dan/atau komitmen.

Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai
dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam
bentuk  persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

a.

sebagai pedoman standarisasi pegawai dalam menyelenggarakan
pelayanan pada Dinas dalam menyelesaikan pekerjaan khusus,
mengurangi kesalahan dan kelalaian;

meningkatkan  akuntabilitas dengan  melaporkan dan
mendokumentasikan hasil dalam melaksanakan tugas; dan
menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan
pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta
membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dalam
menyelenggarakan pelayanan pada Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

a.

menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses
pelayanan perizinan pada Dinas;



memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan
pekerjaan pelayanan perizinan pada Dinas; dan

meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur
pelaksana pelayanan perizinan pada Dinas serta sebagai acuan
koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

Pasal 4

Penyusunan, penetapan dan penerapan SOP pada Dinas dilakukan
dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.

sederhana, yakni SOP yang mudah dimengerti, mudah diikuti,
mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang
jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun
penyelenggara;

partisipatif, yakni penyusunan SOP dengan melibatkan
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan
mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil
kesepakatan;

akuntabel, yakni hal-hal yang diatur dalam SOP harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang
berkepentingan,;

transparansi, yakni SOP harus dapat dengan mudah diakses
oleh masyarakat; dan

keadilan, yakni SOP harus menjamin bahwa pelayanan yang
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda
status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas
fisik dan mental.

BAB 11
KLASIFIKASI DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA,
NON BERUSAHA DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SOP Pelayanan
Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Pengawasan pada Dinas
terdiri dari:

a.

lingkup Perizinan Berusaha berbasis risiko meliputi:
1. nomor induk berusaha,;

2. sertifikat standar terbit otomatis;
3. sertifikat standar dengan verifikasi; dan
4. izin dengan verifikasi.

b. lingkup Perizinan Non Berusaha meliputi:

sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu:

a) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b) persetujuan bangunan gedung;

c) persetujuan lingkungan; dan

d) izin penataan lahan.

sektor perdagangan yaitu:

a) izin penyimpanan bahan bakar; dan
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b) surat izin tempat usaha minuman beralkohol.
3. sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan
transaksi elektronik yaitu izin penyelenggaraan reklame.
4. sektor sosial yaitu:
a) izin yayasan;
b) izin panti;
c) izin pengumpulan uang atau barang; dan
d) izin undian gratis berhadiah.
5. sektor kesehatan obat dan makanan yaitu:
a) surat izin praktek dokter/dokter gigi;
b) surat izin praktek bidan;
c) surat izin praktek perawat;
d) surat izin praktek perawat gigi;
e) surat izin praktek tenaga farmasi;
f) suratizin praktek tenaga gizi;
g) surat izin praktek sanitarian;
h) surat izin praktek radiografer;
i) surat izin praktek fisioterapi;
J) surat izin praktek analis;
k) surat izin praktek refraksionis;
1) surat izin pengobat tradisional;
m) surat izin penyelenggara pengobatan tradisional;
n) surat izin perbekalan kesehatan rumah tangga;
0) surat izin penyelenggaraan pelayanan dialisis;
p) surat izin praktek perekam medis;
q) surat izin penyelenggaraan optikal; dan
r) surat izin praktek penata anastesi.
6. sektor transportasi yaitu:
a) perpanjangan izin trayek;
b) izin trayek dengan tujuan tertentu; dan
¢) izin pengusahaan/penyelenggaraan usaha parkir.
7. sektor pendidikan dan kebudayaan yaitu:
a) izin pendirian taman kanak-kanak negeri; dan
b) izin operasional taman kanak-kanak negeri.
8. sektor pertanian yaitu:
a) surat izin praktik dokter hewan/dokter hewan spesialis;
b) surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan;
c) surat izin paramedik veteriner pelayanan inseminator;
d) surat izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan
kebuntingan; dan
e) surat izin paramedik veteriner teknik reproduksi.
c. lingkup non perizinan meliputi:
1. legalisir izin;
2. pembatalan izin;
3. pencabutan izin;
4. surat keterangan dalam proses perizinan; dan
S. surat keterangan penelitian.
d. lingkup pengawasan perizinan berbasis risiko pada Dinas.

w,



Pasal 6

SOP pefayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan pengawasan
pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB 1II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem = Nomor
09/DPMPTSP/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karangasem; dan

b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu  Satu Pintu Kabupaten  Karangasem = Nomor
8/DPMPTSP/2022 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Berusaha, Non Berusaha dan
Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
Salinan sesuai aslinya pada tanggﬂ.l 12 Oktober 2022

—=Kepala Bagian H :
P K%é%-a a Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, %’BUF ATI KARANGASEM
Yay h -g“t:.
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Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 12 Qktober 2022

SEKRETARIS naaﬁm KABUPATEN KARANGASEM,
\ <
TTD :
I KETUT SEMA MER1
BERITA DAERAH K-\%UP&TEN KﬁRhN‘?ﬁSEM TAHUN 2022 NOMOR 33




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, NON
BERUSAHA DAN PENGAWASAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA

Nomor SOP 33 Tahun 2022

""vm,, e b

0 =
u;uasmcmmmw@'l Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
BUPATI KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NAMA SOP IESINS ROMAE ShUUR IERVRAA




Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
dirubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.

2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan
permohonan NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko
rendah.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Persetujuan KKPR. 1. Perangkat Komputer/Printer.

2. SOP Persetujuan Lingkungan. 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan NIB untuk kegiatan usaha
3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung. dengan tingkat risiko rendah.

4. SOP Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan | 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan NIB.

tingkat risiko tinggi/ Izin.

4. Lemari Arsip.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

' 8

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada penerbitan NIB untuk kegiatan usaha dengan
tingkat risiko rendah.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA

BUPATI KARANGASEM NOMGR SOP : 33 Tahun 2022
REVISI -
TGL. PEMBUATAN -
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha TGL. REVISI 3
'TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
N rai d: i Ket:
0. Uraian Prosedur Office /Petugas HKementerian Persyaratan/ eterangan
Peny . Penerima Btetem CEBREA Investasi Perlengkapan ko Ontput
Layanan
NIK penanggungjawab Kelengkapan
1 |Persiapan Pendaftaran Hak Akses 0SS RBA usaha, Email usaha, 10 menit pendaftaran hak
NPWP, No. Telp Usaha akses 0SS RBA
NIK penanggungjawab
2 |Pendaltaran Hak Akses OSS RBA usaha, Email usaha, 10 menit Hak Akses OSS RBA
NPWP, No. Telp Usaha
Jendela OSS RBA
3 ' terbuka/
3 |Masuk ke OSS RBA Hak Akses OSS RBA 10 menit teraksesnya jendela
0S8 RBA
Data usaha secara
4 |Pengisian Data Elektronik Data Usaha Data Usaha lengkap 30 menit elektronik di 0SS
RBA
T Data usaha secara Validasi risiko
Valid - i
5 | ¥elclem-ta ki - elektronik di 0SS RBA |10 menit usaha
" . . : KBLI usaha terinput
6 |Penambahan Kegiatan Usaha - Data Kegiatan Usaha 30 menit 4i OSS RBA
" Data usaha secara .
Penerbitan NIB N
7 |Proses Penerbitan elektronik di OSS RBA 20 menit B
|
|
8 Memproses centang komitmen pernyataan | Data usaha secara 20 menit Komitmen
mandiri/ self declare clektronik di 0SS RBA et Pernyataan Mandiri
NIB dan Pernyataan P
9 |Cetak NIB dan Pernyataan Mandiri - Mandiri yang sudah 10 menit HIE daMn nd_n_yataan
terproses o
10 |Penyerahan NIB dan Pernyataan Mandiri - i NIB dan Pernyataan 5 menit NEB.daa Pomgetasn

Mandiri

Mandiri

Total Waktu

2 Jam 35 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR TERBIT OTOMATIS

Nomor SOP 33 Tahun 2022
0 e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
M;U s Gen 0N 4N & (Eh’l
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
SERTIFIKAT STANDAR TERBIT
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NAMA SOP OTOMATIS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

P
2.

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
dirubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

1.
2.

Menguasai pengoperasian komputer.

Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan
permohonan Sertifikat Standar yang terbit otomatis untuk
kegiatan usaha dengan tingkat risiko Menengah Rendah.




Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Persetujuan KKPR. 1. Perangkat Komputer/Printer.

2. SOP Persetujuan Lingkungan. 2. Panduan syarat pengajuan permohonan Sertifikat Standar yang
3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung. terbit otomatis untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko

4. SOP Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Menengah Rendah.

tingkat risiko tinggi/ Izin.

3. Dokumen ketentuan teknis terkait penerbitan Sertifikat Standar
yang terbit otomatis.
4. Lemari Arsip.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Sertifikat Standar yang terbit otomatis untuk
kegiatan usaha dengan tingkat Menengah Rendah.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR TERBIT OTOMATIS

BUPAT! KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
REVISI L
'TGL. PEMBUATAN -
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR TERBIT OTOMATIS TGL. REVISI e
'TGL. EFEKTIF » : 12 Oktober ‘202_%
Pelaksana Mutu Baku TR
Front
No. Uraian Prosedur teri: P / Keterangan
Pemohon Office /Petugas Sistem OSS RBA K' G el i Waktu Output
Penerima Layanan o -
NIK penanggungjawab
1 JPersiapan Pendaftaran Hak Akses OSS RBA. . usaha, Email usaha, 10 menit. Kef:ﬁi: (I;;';d:BA e
NPWP, No. Telp Usaha. : '
NIK penanggungjawab
2 |Pendaftaran Hak Akses OSS RBA. usaha, Email usaha, 10 menit. Hak Akses OSS RBA.
NPWP, No. Telp Usaha.
Jendela OSS RBA
3 |Masuk ke OSS RBA. Hak Akses OSS RBA. 10 menit. terbuka/ teraksesnya
l jendela OSS RBA.
" " i Data usaha secara
4 |Pengisian Data Elektronik Data Usaha, * Data Usaha lengkap. 30 menit, elektronik di OSS RBA.
PO Data usaha secara ¥ i
5
5 |[Validasi Risiko. - elektronik di OSS RBA. 10 menit, Validasi risiko usaha.
6 |Penambahan Kegiatan Usahe. - Data Kegiatan Usaha. 30 menit KELismali terinpatd)
0SS RBA
7 Proses Penerbitan NIB dan Sertifikat Data usaha secara 30 it NIB
Standar. elektronik di OSS RBA Toeass: :
8 Memproses centang komitmen pernyataan -fff ﬁ__.J Data usaha secara 20 it Komitmen Pernyataan
mandiri/ self declare. elektronik di OSS RBA. men Mandiri
5 Cetak NIB, Pernyataan Mandiri dan — - N;B’ Psem}.':ku;ansMagdlri IS it NIB, Pernyataan Mandiri
* |sertiikat Standar. o Serurlal Bai A 2N, dan Sertifikat Standar.
yang sudah terproses
10 Penyerahan NIB, Pernyataan Mandiri dan NIB, Pernyataan Mandiri , it NIB, Pernyataan Mandiri
Sertifikat Standar dan Sertifikat Standar S dan Sertifikat Standar.

Total Waktu

2 Jam S0 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR DENGAN VERIFIKASI

Nomor SOP 33 Tahun 2022
0O e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
ox;u 059 069 0N 0 00 rs;l
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NAMA SOP RISIKO SERTIFIKAT STANDAR

DENGAN VERIFIKASI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.,
2.

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah

1. Menguasai pengoperasian komputer.

2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan
permohonan Sertifikat Standar melalui verifikasi perangkat daerah
teknis terkait untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko Menengah

Tinggi.




'

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP penerbitan NIB. 1. Perangkat Komputer/Printer.

2. SOP Persetujuan KKPR. 2. Panduan syarat pengajuan permohonan Sertifikat Standar melalui
3. SOP Persetujuan Lingkungan. verifikasi perangkat daerah teknis terkait untuk kegiatan usaha

4, SOP Persetujuan Bangunan Gedung. dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.

5. SOP Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan | 3. Dokumen ketentuan teknis terkait penerbitan Sertifikat Standar

tingkat risiko tinggi/ lzin.

melalui verifikasi perangkat daerah teknis terkait untuk kegiatan
usaha dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.
4. Lemari Arsip.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Sertifikat Standar melalui verifikasi perangkat
daerah teknis terkait untuk kegiatan usaha dengan tingkat
risiko Menengah Tinggi.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR DENGAN VERIFIKASI

BUPATI KARANGASEM

LR

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR DENGAN VERIFIKASI

NOMOR S0P
REVISI

TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

: 33 Tahun 2022

: 12 Oktober 2022

- Pelaksana Mutu Baku
Perangkat
- Front H "mmt‘b Kementerian
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Kepala Investasi/ Persyaratan/ Keterangan
Pemohon Peasrican Apﬁl::, DPMPTSP Sist c Perl kapan Waktu Output
)
Layanan Tekni RBA
Lainnya)
NIK peningg.ung;awah Kelengkapan
1 |Persiapan Pendaftaran Hak Akses OSS RBA. usahs, Emedl usaha, § 5 oy | pendaftaran hak
NPWP, No. Telp
akses 0SS RBA.
Usaha.
NIK penanggungjawab
usaha, Email usaha, . Hak Akses OSS
2 |Pendaftaran Hak Akses OSS RBA. NPWP, No. Telp 10 menit. RBA.
Usaha.
Jendela OSS RBA
. terbuka/
3 |Masuk ke OSS RBA. Hak Akses OSS RBA. | 10 menit. e snya jendela
0SS RBA.
Data usaha secara
4 |Pengisian Data Elektronik Data Usaha. Data Usaha lengkap. | 30 menit. | elekfronik di 0SS
RBA.
Data usaha secara E s
5 [|Validasi Risiko. ] elektronik di 0SS e Validasi risiko
usaha.
RBA.
KBLI usaha
6 |Penambaban Kegiatan Usaha. Data Kegiatan Usaha. | 30 menit terinput di OSS
| RBA
B Pemenuhan Persyaratan Dasar Perizinan Ditolak Persyaratan 10 . Persetujuan/

Berusaha (PKKPR)

permohonan PKKPR

Penolakan KKPR




Pelaksana Mutu Baku
Perangkat
" Front “;:u:;. Kementerian o
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Kepala Investasi/ Persyaratan/ erangan
Pessobon Penerima ATRIREN, DPMPTSP | Sistem 0SS Peslengknpan WAL, Omtput
DLH, PD RBA
y Teknis
Lainnya)
DLH
Pemenuhan Persyaratan Dasar Perizinan i Persetujuan/
8 Berusaha (Persetujuan Lingkungan) Porsyanatad Pl L1 Penolakan PL
|DPUP
Pemenuhan Persyaratan Dasar Perizinan z Persetujuan/
9 |Berusaha (PBG) Posyafan PRG | 30ben { o 0 iean PRO
D]
Pemenuhan Persyaratan Dasar Perizinan ) E: 7 Persetujuan/
10 1 e rusaha (SLF) Persigaiatan SLF TR | beodean OLF
11 Uploud pemenuhan persyaratan Sertifikat Persyaratan SS secara 7 hari Teruploudnya
Standar Sektoral persyaratan S8
Per /Dit 3 :
olak Persetujuan/ Perbai
12 Verifikasi Pemenuhan persyaratan Sertifikat Uploudan persyaratan 7 hari kan/Penolakan
Standar 88 pemenuhan
Disets \fﬂlL persyaratan SS
BA pemeriksaan
13 Persetujuan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan 7 hari NIB dan SS
Sertifikat Standar. Surat Persetujuan disetujui
Penerbitan 88
88 NIB
14 |Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar. a- NIB dan SS disetujui | 30 menit. NIB dan SS.
- ; NIB dan SS yang 2 =
15 |Cetak NIB dan Sertifikat Standar. stiah 15 menit. NIB dan SS.
16 |Penyerahan NIB dan Sertifikat Standar - NIB dan SS. 5 menit. NIB dan SS.
Total Waktu 79 hari 2 jam 30 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO IZIN DENGAN VERIFIKASI

~ Nomor SOP 33 Tahun 2022 - |
o) = y
04) (LA (6% 060 01 0 ma‘?l Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
i ) PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NAMA SOP RISIKO IZIN DENGAN VERIFIKASI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah

1. Menguasai pengoperasian komputer.

2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan
permohonan PKKPR.

3. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan
permohonan Persetujuan Lingkungan.

4. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan
permohonan PBG dan SLF.

5. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan

3




diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

permohonan lzin, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko Tinggi.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP penerbitan NIB. 1. Perangkat Komputer/Printer.
2. SOP Persetujuan KKPR, 2. Panduan KBLI Tahun 2020.
3. SOP Persetujuan Lingkungan. 3. Panduan syarat pengajuan permohonan PKKPR.
4. SOP Persetujuan Bangunan Gedung. 4. Panduan syarat pengajuan permohonan Persetujuan Lingkungan.
5. SOP Sertifikat Laik Fungsi. 5. Panduan syarat pengajuan permohonan PBG.
6. Panduan syarat pengajuan permohonan PKKPR.
7. Panduan syarat pengajuan permohonan SLF.
8. Lemari Arsip.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
' penerbitan Izin melalui verifikasi perangkat daerah teknis
terkait untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko Tinggi.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR DENGAN VERIFIKASI

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
REVISI =
‘TGL. PEMBUATAN -
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN DENGAN VERIFIKASI TGL. REVISI y =
' iy TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
- Pelaksana Mutu Baku
Perangkat
" i Front D (DI IWPl]R i Kementerian "
0. Uraian Prosedur Office /Petugas ' Kepala 1 i/ Persy / eterangan
Pemokon Penerima o b DPMPTSP | Sistem OSS Perlengkapan e retomt
»
Layanan Tek RBA
Lainnya)
NIK penanggungjawab Kelengkapan
1 |Persiapan Pendaftaran Hak Akses OSS RBA, usaha, Email usaha, | 10 menit. | pendaftaran hak
NPWF, No. Telp Usaha. akses OSS RBA,
NIK penanggungjawab
2 |Pendaftaran Hak Akses 0SS RBA. usaha, Email usaha, | 10 menit, Hak .‘:Qk;:a 058
NPWP, No. Telp Usaha. '
- Jendela 0SS RBA
3 |Masuk ke 0SS RBA, - Hak Akses OSS RBA, | 10 menit, fthukaf
teraksesnya jendela
| OS8S RBA,
4' Data usaha secara
4 |Pengisian Data Elektronik Data Usaha. Data Usaha lengkap. | 30 menit, | elektronik di 0SS
RBA,
' D i Validasi risik
s Ivalidasi i, <] ala usaha secara * alidasi risiko
5 {veldaelRiaiko elektronik di OSS RBA, 10imentt; usaha.
!
| KBLI usaha
6 |Penambahan Kegiatan Usaha. Data Kegiatan Usaha. | 30 menit terinput di OSS
RBA
-
DPUPR|dan
Pe: han Pe tan D Perizi AT/ i j
7 menuhan Persyaratan Dasar Perizinan Ditolak Persyaratan 10 hari Persetujuan/

Berusaha (PKKPR)

permohonan PKKPR

Penolakan KKPR




Pelakeans Mutn Baku
Parangkat
Fromt Cmacnk Tekods Kementerisn
Urnian Prossdur Office/Potugaa| (EFUPR, Hepaln lovestasl/ Ferayaratan
Na.
Pismichn Peosima ‘:m"m" DPMPTSP | Sistem 0SS Perlonghapan T Syt
o
DLH
Pemenuhan Persyamisn Dasar Pernan Permctujuan)
& Beryashs [Fessciujuan Lingkengan) Persynratan PL 11 han Penolakan Pl
DPFUPR
Pernenubmn Persyaratan Desar Peritnan . . Persetujoan/
o Berusalm (PBO) - Persyaratan PBG 30 bt Perolakan FBG
Femenuban Permysfatan Dasar Perctinan e, Persetujusn
1 Jperisata (509 Peosgumian L | T | o kan ALE
11 |Vploud pemenihan persyaratan kn Peravanstan ki _— ‘Fer:-::h;udu]-.-n
. Sekioml secara Sokiam) i persyamian lzin
nekciorml
(Dito Persetyijunn Perbal
lak
Werifikasi Pemenuhan persymratin ko Uploudan peraysratan kmnf Penalakan
12 = = —1 — L T har pemenuhan
Sekiorml l lxin Sektomi
peErsvarmian [En
1 Sekioml.
BA permerikaaan
12 i!’erum;uun Pemenuhan Persyamian bin L :dm"x"n" dan 7 MIE dan LxEn
3 N ktaral Surmal Persetujusn hard Zaktoral disetui
Penerbitan fon
Sellaral
lzia MIB
o NIE dan Bn Sekiom] I dan lmin
14 |Penerbitan NIE dan tzin Sekioml. ‘—‘ disetujul 30 el Sedearral
HIE dan lzn Sektorml ”
15 [Cetmk MR dan Len Sektorm] yng sudah 15 menit. HIE dan kin
] Bekioral
diterhitknn,
16 |Penyemmban Kt dan kbn Sektoral NS dan brin Sekiseal, | 3 menit NJ!! dan kein
Sekina |
Total Waktn Toharl 2 jam 30 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

‘\‘-I & _n.Fﬁl

Nomor SG?’ 33 Tahun 2022

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029;

i 2
3O G?! PRSI E);l Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 )
BUPATI KARANGASEM )
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang | 1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer
' Penataan Ruang; 2, Memahami pelayanan administrasi publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang | 3. Memahami alur atau tahapan proses administrasi perizinan
Cipta Kerja; 4. Mengetahui dan memahami syarat pengajuan permohonan izin
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 | 5. Memahami pengisian blangko permohonan izin
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 6. Mengetahui tim teknis dari OPD terkait
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 7. Memiliki kemampuan untuk mengisi lembar disposisi




7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun
2012 - 2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 - 2032;

8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Penetapan Batas Sempadan Pantai;

9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan
dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Persetujuan Lingkungan.
2. SOP Persetujuan Bangunan Gedung.

. Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan KKPR.
Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan KKPR.
Buku Registrasi KKPR.

Buku Monitoring Perjalanan Dokumen.

Buku Penyerahan Arsip Izin Terbit.

. Lemari Arsip.

NOOA W~

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak :
1. Pelaksanaan Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
tidak dapat dilaksanakan dengan baik, prosedur dan waktu
pelayanan tidak jelas.

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RTR.

2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan
persyaratan dasar seluruh perizinan yang dipersyaratkan
dalam melakukan kegiatan/usaha.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

r 2 BUPATI KARANGASEM NOMOR SOF 33 Tahun 2022
B D REVISI g
& @ TGL. PEMBUATAN  : -
‘5;»— 7-:.:- PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TGL. REVISI .
TGL EFEKTIF i 12 Oktober 2022
PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN SEERETANIAT KET
KANTOR FORUM FORUM PENATAAN
PEMOHON DPMPTSP PERTANAHAN PENATAAN RUANG KELENGEAPAN WAKTU OUTPUT
RUANG
Pendaftaran melalui DPMPTSP 1. Dokumen Permohonan - 1. Pendafltaran secara |[{*) pemohon sebelum
2. SHM / Bukti Kepemilikan manual pada mendaftar agar konsultasi ke
- 3. Surat Pernyataan bermeterai DPMPTSP klinik usada taru sakti untuk
bahwa pemanfaatan ruang mengetahui informasi tata
A memang benar sesuai ruang terhadap lokasi yang
permohonan dimohonkan PKKPR
Penilaian Kelengkapan dan 1. koordinat lokasi; 1 Hari Kerja 1. Dokumen (*) Bila kegiatan pemanfaatan
Validasi 2. kebutuhan luas lahan kegiatan Permohonan ruangnya berdampak atau
Pemantaatan Ruang; dinyatakan lengkap |berpengaruh terhadap
v 3. informasi penguasaan tanah: ketersediaan dan kualitas air
4. informasi jenis kegiatan; baku/air bersih
TIDAK YA 5. rencana jumlah lantai
6. bangunan;
7. rencana luas lantai bangunan;
A dan
8, rencana teknis bangunan
dan/atau rencana induk
kawasan.
Rencana Penggunaan Air
Baku/Air Bersih (]
Pengecekan Permohonan FTP W 1. Dokumen Permohonan yang 1 Hari Kerja 1. Bukti bayar PNBP Permohonan diproses hanya
sudah dinyatakan lengkap jika persyaratan dinyatakan
TIoAK] lengkap dan PNBP telah
dibayar oleh pemohon
YA
Pembuatan Pertek Pertanahan 1. Bukt bayar PNBP 10 Hari Kerja 1. Pertimbangan Teknis
Pertanahan
2. Polygon (.shp) Lokasi
Permohonan
Penyampaian Pertek Pertanahan 1. Pertimbangan Teknis 1 Hari Kerja 1. Berkas Permochonan
dan Polygon (.shp) ke DPMPTSP 2. Pertanahan Penilaian PKKPR
-..{ Polygon (.shp) Lokasi
Permohonan
- Penyampaian Berkas 1. Berkas Permohonan Penilaian 10 Hari Kerja 1. Resume Rapat +
Permohonan Penilaian ke PKKPR Kajian PKKPR /
Sekretariat FPR ‘,-- 2. Peraturan terkait Tata Ruang Berita Acara Hasil
- Pembuatan Pra Kajian PKKPR Penilaian
- Penjadwalan Rapat FFR
- Rapat Forum Penataan Ruang
untuk
penilaian dokumen usulan
kegiatan Pemanfaatan Ruang
Penerbitan PKKPR 1. Resume Rapat + Kajian PKKPR 2 Hari Kerja 1. PKKPR untuk - Disetujui seluruhnya
- L / Berita Acara Hasil Penilaian kegiatan - Disetujui sebagian
i nenberusaha - Ditolak dengan disertai
alasan penolakan
Penyampaian Hasil Permohonan 1. PKKPR untuk kegiatan 1 Hari Kerja 1. Tanda Terima PKKPR
-‘ nonberusaha
€
TOTAL WAKTU 26 Hari Kexja




N

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

N st /) Nomor SOP 33 Tahun 2022

i Tanggal i

@ = Pembuatan
i,..,m:—"- ; Tanggal Revisi -

& -~ Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
u;ummmmmeﬂ
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1.
2.

3

Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Penetapan Batas Sempadan Pantai,

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan
dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

1.
2.
3.

4.

=] v N

Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer
Memahami pelayanan administrasi publik

Memahami alur atau tahapan proses administrasi
perizinan

Mengetahui dan memahami syarat pengajuan
permohonan izin

. Memahami pengisian blangko permohonan izin
. Mengetahui tim teknis dari OPD terkait
. Memiliki kemampuan untuk mengisi lembar disposisi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan.
6. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 180 Tahun 2004 tentang

Penetapan Garis Sempadan Bangunan di Kabupaten Karangasem,;
|

! Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
| 2. Persetujuan Lingkungan

Perangkat Komputer/Printer

Aplikasi SIMBG

Panduan syarat Pengajuan Permohonan PBG
Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan PBG
Buku Registrasi

Buku Monitoring Perjalanan Dokumen

Buku Penyerahan Arsip Izin Terbit

Lemari Arsip

SRSV N Ll

 Peringatan

Pencatatan dan pendataan

' Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak :

1, Pelaksanaan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung tidak dapat
dilaksanakan dengan baik, prosedur dan waktu pelayanan tidak
jelas.

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang
diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar
teknis Bangunan Gedung,.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP 133 Tahun 2022
REVISI
g PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG TGL PEMBUATAN
Nl TGL REVISI :
TGL EFEKTIF ;{12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
o Kegiatan PEMOHON DPUPR DPMPTSP -
Pemohon Operator | Pengawas | TPA/TPT S“’:"“‘ Hopala | Kepeln h:::me ;“‘le t;:i Waktu Output
: g 3 i 6 7 8 B 10 e 12 13
! IPEMOHON membuat akun input dan upload SIMBG (data
pada SIMBG pu.go.id - berkas permohonan tanah)
melakukan upload sesuai A A dalam bentuk pdf. persyaratan
persayaratan pada SIMBG administrasi
dan
persyaratan
teknis
? |[DPUPR (petugas operator . - SIMBG (data umum 1 hari terverifikasi |Pasal 18 (ayat) 2,
Verifikasi dokumen) v dan data teknis) pada SIMBG |perbup 6Tahun
memeriksa kelengkapan 2019, surat
berkas yang diupload kesesuaian zonasi
pemohon menara (untuk
m:w kegiatan
pembangunan
menara
telekomunikasi)
PKKPR/
Pernyataan
Mandiri pelaku
UMK Sudah
Tervalidasi
e pasal 5 (perbub
37 Tahun 2022)
rencana tapak
yang disetujui
OPD teknis
(untuk kegiatan
pengembang
perumahan
> [Pengawas SIMBG (data tanah, 3 hari jadwal
Melaksanakan Penugasan persyaratan sidang, email
TPA/TPT administrasi dan ke pemohon
persyaratan teknis)




TPA/TPT

Jika ditolak akan
disampaikan ke
sekretariat untuk upload
BAP Penolakan

Jika dengan perbaikan,
akan disampaikan ke
sekretariat untuk upload
BAP Perbaikan dan
memberi catatan
perbaikan pada SIMBG

liilka tanpa perbaikan akan
menandatangani
rekoemendasi persetujuan
teknis

Jika ada Perbalkan
akan dibuatkan BAP
oleh Sekretriat

Tanpa Perbaikan

SIMBG (data tanah,
persyaratan
administrasi dan
persyaratan teknis)

14 hari hasil sidang,
BAP dan
Rekomtek

dibahas dalam
rapat konsultasi

Sekretariat
menghitung besaran
retribusi

mencetak SKRD

3 hari
1 hari

KEPALA DINAS PUPR

Menandatangani
rekomendasi teknis

Rekomendasi
TPA/TPT,
perhitungan retribusi

Tanda tangan
2 hari Rekomtek

DPMPTSP

Operator memverifikasi
bukti pembayaran SKRD
Pengawas memastikan
permohonan PBG telah
memenuhi standar teknis
dan pembayaran Retribusi

memvalidasi penerbitan
IPBG
menerbitkan PBG

Rekomtek Kadis
PUPR, bukti
pembayaran SKRD

2 hari PBG

Total Waktu

26 Hari Kerja
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Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

Disahkan Oleh

BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BEWRUSAHA

NAMA SOP PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

2,

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan,;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menpan-RB Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu
Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Serta Surat

1,
2.
3.

4.

~N Oy

Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer.
Memahami pelayanan administrasi publik.

Memahami alur atau tahapan proses administrasi
perizinan.

Mengetahui dan memahami syarat pengajuan
permohonan izin.

. Memahami pengisian blangko permohonan izin.
. Mengetahui tim teknis dari SKPD terkait.
. Memiliki kemampuan untuk mengisi lembar disposisi.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPPL)

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan
dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1.SOP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

1. Perangkat Komputer/Printer.

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan.
3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin
Lingkungan.

Buku Registrasi [zin Penataan Lahan.

Buku Monitoring Perjalanan Dokumen.

Buku Penyerahan Arsip Izin Terbit.

Lemari Arsip.

N

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak :
1. Pelaksanaan Pelayanan Izin Lingkungan tidak dapat dilaksanakan
dengan baik, prosedur dan waktu pelayanan tidak jelas.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan yang wajib
amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prayarat untuk
memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

BUPATI KARANGASEM

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

NOMOR SOP :

REVISI
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI ¥

TGL EFEKTIF i

33 Tahun 2022

12 Otober 2022

Mutu Bakm

PEMOHON

Kepala Dinas  |Petugas verifikasi Kepala Dinas

Waktn

S e

[OHON

Mendaftarkan rencana usaha/
kegiatan pada sistem OSS

menginput data pelaku usahadalam
sisitem OSS RBA

menginput data usaha sesuai KBLI
yang diplih dalam sisitem 0SS RBA

sistem OSS RBA memvalidasi resiko
usaha sesuat KBLI yang dipilih dan
memerlukan persyaratan dasar
Persetujuan lingkungan

KTP, NIK, NPWP dan
Email

draft NIB

Melampirkan Pertimbangan

Teknis yang

sudah mendapatkan rekomendasi dari DLH

JF DLH

melakukan verifikasi pemenuhan
persayaratan dengan dokumen
lingkungan sesuai PermenLHK No. 4
Tahun 2021

jika usahaf kegiatan termasiik
katagori wajib AMDAL, dan UKL UPL

v pi dok

P aga
lingkungan,
jika usaha/ kegiatan tidak tergolong

wajib AMDAL, dan UKL-UPLpemchon
agar melengkapi dokumen Lingkungan

mengirimlan hasil verifikasi kepada
pemohon

ifikasi permoh yang
muncul pada beranda OSS akun DLH

Notifikas: ke akun
pemohon

lngkungan

persiapkan ini
dokumen lingkungan

3 Hari

3 Hari

catatan notifikasi
sistem oss ke akun

7 Hari pemohon

5 Hari

3 Hari

v
Verifikasi dan draf

Anlriiman AMDAT arar

Jadwal verifikant

1 Hari dokumen Lingkungan

TIM PENILAL

rmelakukan rapat penilaian dokumen
lingkungan

menyepakati hasil rapat penilaian
dalam berita acara

liika ada perbaikan dituangken dalam
berita acara pemeriksaan dokumen
lingkungan dan diteruskan kepada

nemnhan

jika tidak ads perbaikan dokumen
lingkungan dituangkan dalam berita
acara pemneriksaan dokumen
lingleungan ke pemohon

Ditolak

Tonpa Berbakar

draft dokumen
lingkungan (AMDAL
atau UKL - UPL), drfat
berita acara
pemeriksanaan
dokumen lingkungan

2 berita acara
pemeriksaan
dokumen lingkungan
(AMDAL atau UKL -
UPL)

Al Amdal 70 Hari
3 Hari

- UKL-UPL 7 Hari




menandatangani persetujuan

clan Berita acara pemeriksaan
s ministrasi

teknis, serta draft
penerbitan persetujuan

lingkungan

7 |KEPALA DLH Drafht SKKLH dan 1 Hari ~ SKKLH dan PRPLH
menandatangani persctujuan PKPLH PKPLH
untuk wsaha/kegiatan wajib UKL-UPL
| menandatangani persetujuan SEKLH
untuk usaha/kegiatan wajib AMDAL
PETUGAS VERIFIKASI DPMPTSP Memvenifikasi notifikasi 1 Han Draft berita acera
Ladcuk ik I pemenuhan pemeriksaan
. " perayaratan di mistem administrasi dan
1L ikt Ong oss, teknis, serta draft
penerbitan
membuat berita acara pemeriksaan  rosdrsminn
ad ministrasi linglungan
membuat surat persetujuan
penerbitaan persetujuan lingkungan
wengajukan paraf dan tanda tangan
kepada kepala dinas
KADIS DPMPTSP Draft berita acara terverifikasi di sistem
pemeriknasn b o088

Total Waktu

30 Hari Kerja
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BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP IZIN PENATAAN LAHAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

L

# 8

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;

. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam
Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan
Penggunaan Tanah;

Peraturan Menpan-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penataan

3

2.
3.

S

Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan
komputer

Memahami pelayanan administrasi publik
Memahami alur atau tahapan proses administrasi
perizinan

. Mengetahui dan memahami syarat pengajuan
permohonan izin

Memahami pengisian blangko permohonan izin
Mengetahui tim teknis dari SKPD terkait

Memiliki kemampuan untuk mengisi lembar

disposisi




Lahan.

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Seluruh SOP Petugas Pelayanan

ks
2.

o

amps

Perangkat Komputer/Printer

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin
Penataan Lahan

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin
Penataan Lahan

Buku Registrasi Izin Penataan Lahan

Buku Monitoring Perjalanan Dokumen

Buku Penyerahan Arsip Izin Terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak :

1. Pelaksanaan Pelayanan Izin Penataan Lahan tidak dapat dilaksanakan
dengan baik, prosedur dan waktu pelayanan tidak jelas.

1.Izin Penataan Lahan adalah surat penetapan yang

diberikan kepada Instansi Pemerintah yang
memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum.

3




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENATAAN LAHAN

BUPATI KARANGASEM

Izin Penataan Lahan

NOMOR SOP
REVISI

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF
o

: 33 Tahun 2022

: 12 Oktober 2022

NO

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas
Penerima

" oF pTSP
(Front Office)

Petugas

ban Izin Tim Teknis

Feny

JF PTSP (Front
Office)

PTSP

Koordinator JF
PTSP

Kepala
DPMPTSP

KELENGKAPAN

Waktu

Output

Keterangan

RS

L

EHCT D

Mengajukan berkas

Permohonan pada

temnat

Memeriksa dan meneliti
kelengkapan berkas
permohonan, setuju jika
persyaratan lengkap
untuk diregistrasi, tidak
setuju jika persyaratan
tidak lengkap untuk
diregstrasi

- Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan

Takres Mam gty dan ackiey 27480
ek langhp

- Berkas Permohonan,

30 Menit

Berkas Permohonan

Bukti registrasi

berkas tidak lengkap, tidak
dapat dilakukan registrasi

Memilah Berkas yang
perlu peninjauan
lapangan dan yang
tanpa peninjauan
lapangan, Menyiapkan
Jadwal lapangan dan
Berita Acara verifikasi
untuk berkas yang tidak
perlu peninjauan
lapangan lanjut cetak
Draft Izin

tanpa Ku impunipn

Saomutan s inpagan

- Berkas Permohonan

Buku registrasi

7 Hari

Berkas Permohonan
Jadwal Peninjauan

Lapangan

BA. Hasil Verifikasi

Draff Izin

Paling Lama 7 hari kerja, sejak
didaftarkan, Sudah dilakukan

Melakukan Peninjavan
Lapangan dalam rangka
Verifikasi teknis dan
Administrasi, Setuju
diterbitkan apabila
memenuhi ketentuan
Teknis, apabila terdapat
kekurangan
administrasi, hubungi
pemohon untuk
melengkapi. Tidak
setuju diterbitkan
apabila tidak memenuhi
ketentuan teknis, lanjut
dibuatkan penolakan

Tekri Mo el dan Adrieverae
-
PRE... - S

Berkas Permohonan

Blangko Saran Tim
Teknis

- Daftar Hadir, Alat
dukumentasi

1 Hari

Berkas Permohonan

Saran /rekomendasi
Tim Teknis

Dafha, Dokumentasi
kegiatan

Apabila lebih dari 3 bulan sejak
dihubungi oleh Petugas Pelaksana
kekurangan administrasi, maka
permohonean dibatalkan/gugur dan
harus diajukan ulang

(43

Melakukan rekapitulasi
notulen dan menyusun
Berita acara hasil
verifikasi teknis dan
administrasi, sesuai
hasil peninjauan
lapangan, mencetak
Draft Izin dan/atau
draft penolakan izin

- Berkas Permohonan

Saran /rekomendasi Tim

Da.t'ha, Dokumentasi
kegiatan

3 Hari

Berkas Permohonan

Notulen, BA lapangan

Draft [zin / Penolakan
izin




Pelaksann Mutu Baku
Penerima | Totogne Felogn - e
NO K tan s Pelak Penyerahan Izin Tim T Koordinator JF Hepala terangan
e s Administrasi JF | JF PTSP (Front PTSP PTSP DPMPTSP EELEREATAN Wk Outpnt
¥ EIRe PTSP Office)
(Front Office)
R 2 LA 5 ok z e 10 1l R R : 14
6 |Memeriksa dan - Berkas Permohonan 30 Menit - Berkas Permchonan
menandatangani,
Notulen, Berita Acara
- Notulen, BA I an - Notulen, BA la
Hasll Berilnanai otulen apang: otulen pangan
Lapangan , faraf
izin/ penolakan izin. - Draft Izin / Penolakan - Faraf lzin/Penolakan
lzin Izin
7 |Memeriksa dan - Berkas Permohonan 30 Menit - Berkas Permohonan
menandatangani,
Notulen, Berita Acara
» - B, - BA
Hasil Petinjauiadi Notulen, BA lapangan Notulen, lapangan
Lapangan , faral
izin / penolakan izin. - Faral Izin/Penolakan - Faraf lzin /Penolakan
lzin Izin
8 |Memeriksa dan - Berkas Permohonan 15 Menit - Berkas Permohonan
menandatangani,
Berita Acara Hasil - Notulen, BA lapangan - Notulen, BA lapangan
Peninjauan Lapangan ,
ol | penlakan; . - Faraf Izin/Penclakan - lIsdn dan/atau
Izin Penolakan Izin
9 |Mendokumentasikan - Berkas Permohonan 15 Menit - Satu Set berkas
berkas dan Lengkap dengan lzin
kelengkapannya, lanjut
menyerahkan izin dan - Notulen. BA lapangan - lzin dan/atau
atau penclakan izin ke Penolakan Izin yang
petugas Penyerahan Izin A3 akan diserahkan
(front Office)
- lzin dan/atau
Penolakan lzin
10 [Meregistrasi izin dan - Izin dan/atau 10 Menit - lzin dan/atau
atau penolakan izin Penolakan lzin yang Penolakan lzin yang
yang diterima, akan diserahkan akan diserahkan
Menyerahkan lzin
Kepada Pemoh
“ onon - Tanda Terima lzin
dan/atau Penolakan
lzin
11 |Menerima lzin dan/atau - lzin danfatau 10 Menit - Tanda Terima lzin

Penolakan [zin

Penolakan Izin yang
akan diserahkan

Tanda Terima Izin
dan /atau Penolakan lzin

dan/atau Penolakan
lzin

Jumlah Waktu

11 Harl 2 Jam 285 Menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

Nomor SQOP 33 Tahun 2022
0 = Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
(4) L1 4S9 06N 0 (0 ) eeﬂ
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2008

tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Izin Penyimpanan Bahan Bakar.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Persetujuan KKPR

2. SOP Persetujuan Lingkungan

3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung
4. SOP Surat Izin Usaha Perdagangan

1. Perangkat Komputer/Printer

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Penyimpanan Bahan
Bakar

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Penyimpanan
Bahan Bakar

Buku Registrasi Izin Penyimpanan Bahan Bakar

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

W

SOy o0

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada penerbitan Izin Penyimpanan Bahan Bakar tidak
tepat waktu.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

BUPATI KARANGASEM

NOMOR SOP

: 33 Tahun 2022

Total Waktn

menit

REVISI -
TGL. PEMBUATAN -
Izin Penyimpanan Bahan Bakar TGL. REVIS] =
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
Uraian Prosedur Office /Petugas Tim Teknis Persyaratan/ Koterangan
Pemobon Penerima ¥ Hegiatan Perlengkapan Waken Outpat
Layanan
Pengajuan permohonan | dokumen lp.crmohcnan dokumenl )
izin permohonan izin
Registrasi, menerima dan memeriksa
kelengkapan berkas dan cetak tanda dokumcn‘permnhonun 60 Menit tanda terima berkas
terima berkas =i
Jika berkas tidak
lengkap dan benar,
Berk: I ¥
erkas permohonan . P
Entry Data dan Verifikasi Berkas lzin Hdak va dokumen permohonan 60 Menit Y suah mengkomunikasikan
s izin b {étioasd kepada pemohon agar
terverifikasi berkas dilengkapi
Penjadwalan dan verifikasi lapangan - PeAn‘jadeﬂlan an 3 hari S‘,lm[ Undangen
verifikasi lapangan verifikasi lapangan
A
Notulen verifikasi lapangan, berita acara ) . Dadtar; Hadie .
R adininistrasi dan khis Berita Acara 120 menit Notulen, dan Berita
Acara
5 |Tanda Tangan Elektronik lzin 5 Menit izin
|izin Terbit -,__-; 5 menit
3 hari 250




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL
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BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

NAMA SOP MINUMAN BERALKOHOL

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.
2.

3,
. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 /M-

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 /M-DAG/PER/9/2007
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 /M-

DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 43 /M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan
Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan
Pengendalian Minuman Beralkohol,;

- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan

dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan

L
2,

Menguasai pengoperasian komputer.

Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman
Beralkohol ( SITU-MB ).




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL

dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013
tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

10.  Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan
dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Persetujuan KKPR

2. SOP Persetujuan Lingkungan

3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung
4. SOP Surat Izin Usaha Perdagangan

:
v

3.

4,

Perangkat Komputer/Printer

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Tempat Usaha
Penjualan Minuman Beralkohol ( SITU - MB )

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Tempat
Usaha Penjualan Minuman Beralkohol ( SITU-MB)

Buku Registrasi Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman
Beralkohol ( SITU-MB )

9. Buku monitoring perjalanan dokumen
6.
7. Lemari Arsip

Buku penyerahan arsip izin terbit

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman
Beralkohol ( SITU-MB )




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL

Pengajuan permohonan

JI

izin

permohonan izin

& BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 38 Tahun 2022
o REVISI -
@ TGL. PEMBUATAN -
£ S Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol 'TGL. REVISI ,
. TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uralan Prosedur Office/Petugas Tim Teknis Persyaratan/ Keterangan
Pemohon Penerima JF Kegiatan Kepala Dinas Perlenghapan Waktu Output
Layanan
dokumen permohonan dokumen

Registrasi, menerima dan memeriksa

dokumen permohonan

Total Waktu

menit

2 |kelengkapan berkas dan cetak tanda 60 Menit | tanda terima berkas
|terima berkas rEmn
Jika berkas tidak
lengkap dan
W Berk h benar, JF
rkas permohonan | oo op o e
3 |Entry Data dan Verifikasi Berkas Izin tidak 0 Ya dokumeuil;:-mohonan 60 Menit yang sudah k;n ie;&;m .
terverifikasi pemohon agar
berkas dilengkapi
4 |Penjadwalan dan verifikasi lapangan Pep.]ad\?alan dan 3 hari St.}rat L!ndm;gan
verifikasi lapangan verifikasi lapangan
Notulen verifikasi lapangan, berita acara 2 7 .. |Daftar Hadir Notulen,
s pemeriksaan administrasi dan teknis Berita. Acare 120 et dan Berita Acara
k4
6 |Tanda Tangan Elektronik - Izin 5 Menit Izin
7 |lzin Terbit -I 5 menit
3 hari 250




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

> __ Nomor SOP 33 Tahun 2022
L)
0 = .
c:; @ 057 069 0 & msﬁl Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
1ZIN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP byl

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

2

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame,

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Karangasem;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.

2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat
dan prosedur pengajuan permohonan lzin
Penyelenggaraan Reklame.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP PKKPR Darat
2. SOP Persetujuan Lingkungan/ SPPL
3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG )

1. Perangkat Komputer/Printer.

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin
Penyelenggaraan Reklame.

3. Blanko permohonan Izin Penyelenggaraan

Reklame.

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin

Penyelenggaraan Reklame.

Buku Registrasi Izin Penyelenggaraan Reklame.

Buku monitoring perjalanan dokumen.

Buku penyerahan arsip izin terbit.

Lemari Arsip.

»

BN Ovn

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penyelesaian Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dilaksanakan
dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan
tidak terukur.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

] SRR ARG NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
b REVISL
@ TGL. PEMBUATAN :
Ae ¥ Izin Penyelenggarann Reklume TGL. REVISI 2
TGL. EFEKTIF : 12 Dktober 2022
Pelaksana Mutn Bakn
N ]
o rainn Presedur Office/Petugas Tim Teknis Persyaratan/ Heterangan
Pemohon JF Hepala Dinas Waktu [+
Penerima Kegiatan | "7 Perlengkapan e
Layanan
: dokumen permohonan dokumen
1 |Pe uan Permohonan : !
ey e izin permahonan izin
Registrasi, menerima dan memeriksa " b
2 |kelengkapan berkas dan cetak tanda e PEMMONONAN | 56 Menit | tanda terima berkas
terima berkas —
: 1 Berkas permohenan
ta dan V. ka
3 Entry Data dan Verifikasi kelengkapan Ya dokumen _p-_emtnhnnan 60 Menit P
Berkas iZin ymrga :
terverifikasi
menyeauaikan
. ; . j > Surat Unda dengan jumlah
Po i fikcmsi 1 Penjadwalan dan Tgar
4 ™ ol bkl el o verifikasi lapangan 8 el verifikasi lapangan |permohonan yang
masuk
T < : Daftar Hadir
Vigitasi dan Penerbitan Rek ndda
B s e Berita Acara 120 Menit | Notulen, dan Berita
Acara
6 |Tanda Tangan Elektronik Izin 5 Menit Izin
7 Jlzin Terbit .'—__"" J 5 menit
3 Harl 4
Total Wakta Jam 10
Menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN YAYASAN

7 g b
Py gl

Nomor SOP 33 Tahun 2022

0 =
L) (S 0o 0N AN B E)
G‘; !l Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN YAYASAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang tentang Yayasan

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan
prosedur pengajuan permohonan Izin Yayasan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN YAYASAN

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Sosial

Perangkat Komputer/Printer

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Yayasan
Blanko permohonan Izin Yayasan

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Yayasan
Buku Registrasi Izin Yayasan

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

. Lemari Arsip

90 S QAN Bt b e

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada Izin Yayasan
tidak dapat diselesaikan dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu
penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur.




STANDAR OPERASICNAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN YAYASAN

KARANGASEM OMOR S0P 3
BRATE M 33 Tahun 20232
REVISI
@ TGL. PEMBUATAN =
L4 b Izin Yayasan TGL. REVISI S
TGL. EFEKTIF ; 12 Okwober 2022
Peloksana Mutu Baku
= Front Hoordinator
o. Uralan Prosedur Office f Petugan Analis Perayaratan | Heterangan
Pemohon Parisritia JF Kebijal OPD Teknis | Kepala Dinas Perisnghapan Waktu Dutput
Layanan PTEP
1 [Regiotrasi Dekumen permohonan Dokumen
-— ijin permohonan ijin
Menorima dan memeriksa kelengka Dk
2 lhert e e odiE tidak lenghap umunimmwr""““ 60 menit Calk lint
lengkap
3 |Cetak Tanda Terima Berkas - ook Liat 10 menit | Tanda terima berkns
Jika jumlah tjin
. vi diverifikasi
4 |Enty Data dan Verifikasi kelenglapan o Dokumen permahenan | hari  [dekumen yang sucdah|banyak maka
data. = ijin terverifikani winktu yang
diperiukan
| adalah 1 hari
Membuat Surat Pengantar Borkas ke Dok
& OFD Tn:m e .,E:- rmohofas | 30 menit | draf surat peingaibar
sLUral pengantar yang
6 |Penandatanganan Surat Pangnntar surat pengantar 30 menit sizdah
ditandatangani
7 |Mengirim berkas ke OPD teknis ‘._ MG i]!:‘mmhﬂ-nm 30 menit ekapediai
1
Apabila dokumen
B |Penerbitan rekomendasi teknis rekomendasi teknis 2 hari rakomendasi teknis ::_‘I:f:P iy
9 |Penetapan lxin — ifin 1 hani ki
10 Pemberian [zin Terbit/ Surat Keterangan il A o -
Penolakan bl izin 10 manit i=in
4 harl 170

Total Waktu

menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANTI

%

T o

Nomor SQOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

© e
GA;U 059 06N 0N &1 0 eﬁl
BUPATI KARANGASEM
Dsabiions Cilah BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA p— TN PANTI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011

tentang Standar Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak;

. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah
Kabupaten /Kota;

. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011

tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan
prosedur pengajuan permohonan Izin Panti




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANTI

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan

Perangkat Komputer/Printer

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Panti
Blanko permohonan Izin Panti

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin
Panti

Buku Registrasi Izin Panti

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

. Lemari Arsip

00 B

© N oo

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

tidak dapat diselesaikan dengan baik, prosedur,
penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada Izin Panti

persyaratan, waktu




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANTI

BUPATI KARANGASEM

NOMOR SOP
REVISI

TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

Mutu Baku

: 33 Tahun 2022

: 12 Oktober 2022

et e ———,
e e ——————— e et e ]

Front
Koordinator
No. Uraian Prosedur Keteran,
Pemohon Officn/Fetigns Analis Kebijakan| Kepala Dinas Batuysnticn/ Waktu Output e
Penerima Perlengkapan
PTSP
Layanan
Dokumen
1 JPengajuan permohonan Dintpapen; permohonan
permohonan izin o
: 1Zin
N
registrasi, menerima dan memeriksa "
2 Jkelengkapan berkas, cetak tanda terima Do;]mmcnlzl 60 menit tang:ﬂt(ﬂnma
berkas, entry data prieligna dohs a

Jika kelengkapan
berkas tidak
lengkap dan benar
JF
mengkomunikasika
n kepada pemohon,

3 [|Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak pcm?ﬁfzfa?izin 1 hari berita acara |perita acara dibuat
setelah pemohon
melengkapi
kekurangan
administrasi.

ya
y
4 |Penetapan izin _ draf izin 1 hari penetapan izin
5 |Cetak izin terbit penetapan izin 30 menit izin

@D

L =

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANTI

Nomor SOP 33 Tahun 2022
e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
© e
e;;tu 059 06N 0N 0 ) eﬂl
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN PANTI MANDIRI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011

tentang Standar Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak;

. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota;

. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011
tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan
prosedur pengajuan permohonan Izin Panti Mandiri




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANTI

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan 1. Perangkat Komputer/Printer

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Panti
Mandiri

Blanko permohonan Izin Panti Mandiri

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan lzin
Panti Mandiri

5. Buku Registrasi Izin Panti Mandiri

6. Buku monitoring perjalanan dokumen

7

8

el o

. Buku penyerahan arsip izin terbit
Lemari Arsip

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada lzin Panti
Mandiri tidak dapat diselesaikan dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu
penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANTI MANDIRI

BUPATI EARANGASEM

Izin Pantl Mandirl

HOMOR S0P
EEVIS]

TGL. PFEMBUATAN
TGL. REVESE

© 33 Tahun 2022

s TGL. EFEKTIF 12 Oktober 2022
Polaksana Mutu Baku
Ho. Uraian Presodur Wrnet Hoordinator Perayara Heterangan
Pemohen Office | Petugns J¥ Analls OFD Teknis| HKopals Dinas s tan/ Waktu Output
Penerima Layanan Kebijakan FTSP ngkapan
1 |Registmsi [:Inkmn.-n_p_rnnnmmn Lmkum:_ :
ijin permolaman Hin
r
n |Menerima dan memeriksa kelengkapan Dokumen permohonin : t
2 Nerkas idak tidak lenghap jin 6 pueniit Cek list
les
3 |Cetak Tanda Terima Berks ouk List 10 menit SRR BN
berkas
Jika jumlah jjin
g diverifikasi
i Entry Datn dan Verifikasi kelenghkapan Hdnk E, Dokumen permobonin T dokumen yang | banyak maka
data T ifisn sudah terverifiknsi [wakiy yang
ke ke neladah
1 bard
& Membuat Surat Penganiar Berkas ke Dokwsen permobonan |0 draf surat
CPD Teks I - | ijin s rEngaATILaT
|
SLIHL peaganiar
& (Penandatanganan Surmt Pergroiar Surmt peisguitar 30 menit g, sudah
ditindatnngayk
7 |Mengirim berkas ke OPD toknds Dokumen lz::‘lllﬂlﬂhlm 0 it chapedini
A bl dokueen
i e ilm
& [Fencrbitan rekomerslasd inkinis rekomensdas tekiis & haid rekomendasi tekus h::ﬂc:np 9
L
9 |Penetnpan ko tzin i hri Erin
r*rmhﬂ'pn lzin Terbit/Surmt 1 o
1o Keternagin Ponolaknn -——. e 10 megit EEin
4 hari 170

Total Waktn

et




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Nomor SOP 33 Tahun 2022
;M’.*I.NW‘WP
© e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
OA‘;U S 06N 0N 4 N (E)fl
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU
BARANG

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961
tentang Pengumpulan Uang Atau Barang;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan Sistem Online;

. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

56 /HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Subangan Oleh Masyarakat;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Izin PKKPR 1. Perangkat Komputer/Printer.
2. SOP Izin Lingkungan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Pengumpulan Uang
3. SOP Izin Lokasi atau Barang (PUB)
4. SOP Izin Penetapan Lokasi 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Pengumpulan
5. SOP PBG Uang atau Barang (PUB)
4. Buku Registrasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
5. Buku monitoring perjalanan dokumen
6. Buku penyerahan arsip izin terbit
7. Lemari Arsip
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
terlambat.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA 1ZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

NOMOR SOP

: 33 Tahun 2022

BUPATI KARANGASEM
REVISI Tim
TGL. PEMBUATAN 4
Izin Pengumpulan Uang atau Barang TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front &
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Koordinator Analis Persyaratan/ etaranien
Pemohon Penerl Analis Kebijkan Kebijakan PTSP OPD teknis Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Output
Layanan
. . _. Dokumen permohonan Dokumen
1 |Registrasi
ijin permohonan ijin
) Menerima dan memeriksa kelengkapan Dokumen permohonan ; e
2 beckas ik tidak lengkap jin 60 menit Cek list
lenghkap
3 |cetak Tanda Terima Berkas cek List Wt | TodA teritia
berkas
Jika jumlah ijin
dikeid = |8 diverifikasi
Entry Data dan Verifikasi kelengkapan Dokumen permochonan 2 i banyak maka
4 tidak 1 hari sudah
data. ijin T . |waktu yang
s o diperlukan
adalah 1 hari
Membuat Surat Pengantar Berkas ke OPD Dokumen permchonan i draf surat
5 i 30 menit
Teknis m ' ijin pengantar
surat pengantar
6 |Penandatanganan Surat Pengantar - surat pengantar 30 menit yang sudah
ditandatangani
i 8 Dokumen permohonan ’ d g
7 |Mengirim berkas ke OPD teknis i 30 menit ekspedisi
|
Apabila
y i i . . i |dokumen
8 |Penerbitan rekomendasi teknis rekomendasi teknis 2 hari mk?ﬁ: i lengkap dan
benar
h
9 |Penetapan lzin izin 1 hari izin
10 Pemberian Izin Terbit/ Surat Keterangan izin S5 o
Penolakan
Total Waktu 4 hari 170

menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

Nomor SOP 33 Tahun 2022
o Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
24) () 469 060 0N (1 ) cefl
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA Judul SOP IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.
2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan Sistem Online;

. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Izin UGB

1. Perangkat Komputer/Printer.

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Undian Gratis
Berhadiah (UGB)

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Undian
Gratis Berhadiah (UGB)

Buku Registrasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

-

qEans

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) terlambat.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

NOMOR SOP : 33 Tahun 2022

BUPATI KARANGASEM

REVISI ¥t
TGL. PEMBUATAN P -

Izin Undian Gratis Berhadiah TGL. REVISI .
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022

Pelaksana [ T e
Front Koordinator
Sealon Proasdne Pemohon Office/Petugas | Analis Kebijkan | Analis Kebijakan | OPD teknis | Kepala Dinas ::""“;:i Waktu Output Re—
Penerima Layanan PTSP Tenglon

5 . Dokumen permohonan Dokumen
Registrasi -__,- iin pectian e

Dokumen permohonan

60 menit Cek list
ijin

Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Cidnk tidak lengkap

lengkap
Jika jumlah ijin vg

Cetak Tanda Terima Berkas -———j’ cek List 10 menit |Tanda terima berkas
diverifikasi banyak

dokumen yang maka waktu yang

Dokumen permohonan

Entry Data dan Verifikasi kelengkapan data, tidak y: iy 1 hari sudah terverifikasi |diperlukan adalah 1
hari
Membuat Surat Pengantar Berkas ke OPD Teknis _- o eui;:;rmohonan 30 menit |draf surat pengantar,
surat pengantar
Penandatanganan Surat Pengantar surat pengantar 30 menit yang sudah
ditandatangani
o . Dokumen permohonan ¥ 4
Mengirim berkas ke OPD teknis i 30 menit ekspedisi
Apabila dokumen
. 2 - . . X . |lengkap dan benar
Penerbitan rekomendasi teknis rekomendasi teknis 2 hari rekomendasi teknis

A
Penetapan lzin - izin 1 hari izin

Pemberian Izin Terbit/Surat Keterangan Penolakan -'—'rw *'-< izin 10 menit izin

4 hari 170

Total Waktu menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER
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BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang, Izin Praktik, dan

Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Praktik Dokter




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan

1.
&

o

- O Oh o

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik
Kedokteran

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin
Praktik Dokter

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Dokter

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Praktik Dokter terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER

NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
BUPATI KARANGASEM e
REVISI =
TGL. PEMBUATAN .
Surat Izin Praktek Dokter TGL. REVISI "
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
e
Pelaksana Mutu Baku
Front ik
No. Uraian Prosedur Office /Petugas Persyaratan/ eterangan
Wak! O t
Pemohon Ponsikiia JF Kepala Dinas Perlengkapan tu utpu
Layanan
Dokumen
: Dokumen
P
1 engajuan permochonan parmedisen el perm.o!mn
3 an izin
registrasi, menerima dan memeriksa Doku tanda
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima Dh men. ; 60 menit terima
berkas, entry data PATIOR0NAL, J5ir, berkas
Jika kelengkapan
berkas tidak
X lengkap dan benar
; . ; Dokumen " berita |mengkomunikasika
3 |Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak aielsmR 1 hari acara |0 kepada pemohon,
berita acara dibuat
setelah pemohon
melengkapi
= e
A
6 |Penetapan izin - draf izin 1 hari R o
7 |Cetak izin terbit .(__- penetapan izin 30 menit izin
Total Waktu 2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI
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BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran;

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan

2.

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang, Izin Praktik, dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

permohonan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan 1. Perangkat Komputer/Printer.

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik
Dokter Mandiri

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin
Praktik Dokter Mandiri

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Dokter Mandiri

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

g

el

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Praktik Dokter Mandiri terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI

. 022
BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP 33 Tahun 202
. REVISI s -
@ . TGL. PEMBUATAN -
v;' Surat Izin Praktek Dokter Mandiri TGL. REVISI o
_|TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
—— —_
Pelaksana Mutu Baku
Front
Uraian Prosedur Office/Petugas Tim Teknis Persyaratan/ Keterangan
Pemohon Penerima JF Kegiatan Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Output
Layanan
Pengajuisn pérmohonar dokumen ‘p‘ermohonan dokumen’ .
v izin permohonan izin
Registrasi, menerima dan memeriksa dok h d .
kelengkapan berkas dan cetak tanda - oxumen permotonan | o' Menit tanb: lt(enma
terima berkas 1z ERED
Jika berkas tidak
¥ lengkap dan benar, JF
Berkas mengkomunikasikan
Entry Data dan Verifikasi Berkas lzin tidal Ya dokumen .pfermohorlan 60 Menit permohonan |kepada plemohon‘agar
izin yang sudah |berkas dilengkapi
terverifikasi
. Surat Undangan
Penjadwalan dan verifikasi lapangan Pepjad\\falan dan 3 hari verifikasi
verifikasi lapangan
lapangan
Jika berkas tidak
lengkap dan benar,
tim teknis kegiatan
Daftar Hadi mengkomunikasikan
Notulen verifikasi lapangan, berita acara X . aftar Hadir e pemohon, berita
pemeriksaan administrasi dan teknis L Berita Acara 130 menit NO“_‘ﬂerl’ dan |, ara dibuat setelah
Berita Acara pemohon melengkapi
kekurangan
dimaksud.
Tanda Tangan Elektronik Izin 5 Menit lzin
I1zin Terbit -“- 5 menit
3 hari 250
Total Waktu il




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI

Nomor SOP 33 Tahun 2022
© ko = Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
wummmmma’l
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik | 1. Menguasai pengoperasian komputer.
Kedokteran; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga permohonan Surat Izin Praktik Dokter Gigi
Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik, dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan 1. Perangkat Komputer/Printer.

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik
Kedokteran

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin
Praktik Dokter Gigi

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Dokter Gigi

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

w

S EhEn

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Praktik Dokter Gigi terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI

NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
BUPATI KARANGASEM " °
REVISI 3=
TGL. PEMBUATAN -
Surat Izin Praktek Dokter Gigi TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
—
Mutu Baku
Fromt
No. Uralan Prosedur Office/Petugas Persyaratan/ Esterangsn
Pemo epala Dinas aktu it
o Penerima ad x Perlengkapan = .
Layanan
Dokumen
5 Dokumen
1 |Pengajuan permohonan .. permohon
permohonan izin A
4 an izin
registrasi, menerima dan memeriksa Dok tanda
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda ohumen_ ’ 60 menit terima
terima berkas, entry data PEIIoToneE e berkas
Jika kelengkapan
berkas tidak
4 lengkap dan benar
JF
mengkomunikasik
Verifikasi kel — A an kepada
3 erifikasi kelengkapan data, berita Dokumen‘ . et berita pemchon, berita
acara. permohonan izin acara | o dibuat
setelah pemohon
melengkapi
kekurangan
administrasi.
6 |Penetapan izin - draf izin 1 hari pen.et.apan
izin
7 |Cetak izin terbit penetapan izin 30 menit izin

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI MANDIRI

Nomor SOP 33 Tahun 2022

o e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
m;umacnmmmél
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI
MANDIRI
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik | 1. Menguasai pengoperasian komputer.

Kedokteran; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga permohonan Surat Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri

Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik, dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI MANDIRI

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan . Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik
Dokter Gigi Mandiri

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin
Praktik Dokter Gigi Mandiri

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri
Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

w o

bl

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI MANDIRI

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP + 33 Tahun 2022
REVISI -
TGL, PEMBUATAN -
Burat Izin Praktek Dokter Gigi Mandir{ TGL. REVISI Sm
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front -
No. Uralan Prosedur Office /Petugas Tim Teknis | Kepala Persyaratan/ eterangan
Pamintion Penerima JE Kegiatan Dinas Perlengkapan ot Outpat
Layanan
dokumen
1 |Pengajuan permohonan dolnipen permohonan
permohonan izin R
izin
Registrasi, menerima dan memeriksa ke tanda teri
2 Jkelengkapan berkas dan cetak tanda PRGICH: 60 Menit anse A
: permohonan izin berkas
terima berkas
Jika berkas tidak
lengkap dan benar,
Berkas JE
3 |Entry Data dan Verifikasi Berkas Izin tidak Ya dokumen‘ ) 60 Menit permohonan | mengkomunikasikan
permohonan izin yang sudah kepada pemohon
terverifikasi |agar berkas
dilengkapi
Biif
Penjadwalan dan U dl;?tan
4 |Penjadwalan dan verifikasi lapangan verifikasi 3 hari ek
verifikasi
lapangan o
pangan
Jika berkas tidak
lengkap dan benar,
tim teknis kegiatan
Notulen verifikasi lapangan, berita Daftar Hadir Ef“g:g;g;uﬁt;r:n
5 [acara pemeriksaan administrasi dan tidak ya Berita Acara 120 menit Notulen, dan peme %
tekni Berita A acara dibuat setelah
i pkladacs b pemohon melengkapi
kekurangan
dimaksud.
6 |Tanda Tangan Elektronik — Izin 5 Menit lzin
7 |lzin Terbit -—- 5 menit

Total Waktu

3 hari 250 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN
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BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

2.

3

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Praktik Bidan;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.,
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Praktik Bidan

r-—-




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Kesehatan

G

ko b o

1. Perangkat Komputer/Printer.
2.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik
Kebidanan

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin
Praktik Bidan

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Bidan

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Praktik Bidan terlambat




STANDAFR CPERASION AL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT 121N PRAKTEK BEIDAN

BUPATI KARANGASEM

];DHUR’ BOP

Burat Irin Praktek Bidan

REVISI

TOL. PEMBUATAN
ITGL. REVIS]

TGL. EFEKTIF

33 Tahun 20232

12 Oktober 2022

Pelaksans Mutu Buku
Front
HNo. Uralan Prossdur Office/Petugns Perayaratan Wi Heterangan
Pemohon Penorlma pale Dinss Perlengknpan Outpit
Layanan
Dokumen
" Dokumen
1 |Pengajuan permolonan permolionan kxin pt'rnr;:!nm:
registonsi, menerimn dan memeriksa .
2 |kelengknpan boskas, cetak wmndn terima Dokumen &0 menit tanda terima
bichnin: vty data permochona izn berkns
Jikn kelengkapan
berkas tidak
lengkap dan benar
JF
mefigkomuniknaik
an kepadn
3 (Verifiknsi kelenghkajun datn, berita acars. tldak pc.rlt[:nﬁlku:::::lizjn I hari berttn acamm | pemohon, berita
icara dibont
setelah pemaohon
e benghon pi
|kekurnnigan
administrasi
L
6 |Penstspan an draf kxn 1 hari prenetpan iwin
7 |Cetak izin torkit .—l peneta g tan 30 menit ein
Total Waktu 2 harl 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN MANDIRI

Nomor SOP 33 Tahun 2022
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Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
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BUPATI KARANGASEM

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA NN SOF SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN MANDIRI

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga | 1. Menguasai pengoperasian komputer.

Kesehatan,; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang permohonan Surat Izin Praktik Bidan Mandiri
Penyelenggaraan Praktik Bidan;

3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN MANDIRI

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1.

Perangkat Komputer/Printer.

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik

Bidan Mandiri

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin
Praktik Bidan Mandiri

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Bidan Mandiri

5. Buku monitoring perjalanan dokumen

6. Buku penyerahan arsip izin terbit

7. Lemari Arsip

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Praktik Bidan Mandiri terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN MANDIRI

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
REVISI "
TGL, PEMBUATAN -
Surat Izin Praktek Bidan Mandiri TGL, REVISI =
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
— . T —————
Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Tim Teknis | Kepala Persyaratan/ Keterangan
Pemohon Pekasinin JF Kegiatan Dinas Patlenul Wakiu Output
Layanan
1 |Pengajuan permohonan _)q daley mem dUkulmcn
ga) pe permohonan izin permohonan
1Zin
y
Registrasi, menerima dan memeriksa B - )
2 |kelengkapan berkas dan cetak tanda ghgmen'n ) 60 Menit hanbca.:::r]ma
terima berkas permohonan izin rkas
Jika berkas tidak
lengkap dan benar,
X Berkas  |ypoP
3 |Entry Data dan Verifikasi Berkas lzin —hun Ya dol}mrncn‘ 4 60 Menit p.cmmhonan mengkomunikasikan
permohonan izin yang g\,dah kepada pemohon
terverifikasi agar berkas
dilengkapi
Penjadwalan u Sdural
4 |Penjadwalan dan verifikasi lapangan dan verifikasi 3 hari v:‘lri.’la'irl;ﬁ?
I
pangn lapangan
Jika berkas tidak
lengkap dan benar,
tim teknis kegiatan
fiaftartiad mengkomunikasikan
e s s tar Hadir +
Notulen verifikasi lapangan, berita acara . . o ke pemohon, berita
5 pemerikssan administrasi dan teknis tidak ya Berita Acara 120 menit Notplcn, dan |lacara dibuat setelah
Berita Acara | pemohon melengkapi
kekurangan
dimaksud,
6 |Tanda Tangan Elektronik Izin 5 Menit lzin
7 |lzin Terbit 5 menit

Total Waktu

3 hari 250 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT

\J

g LUl
“”"1!/\1""

© e
mummmmmeﬂ

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

HKO02.02/MENKES/I/148/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat beserta perubahannya;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Praktik Perawat

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor

1. Perangkat Komputer/Printer.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT

Kesehatan

w N

NSO b

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Perawat
Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik
Perawat

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Perawat

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
Izin Praktik Perawat tidak dapat diselesaikan dengan baik,
prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan tidak
terukur.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT

BUPATI KARANGASEM NOMOR 80P {33 Tahun 2022
. REVIS!
@ TGL. PEMBUATAN t-
Burat Ixin Praktek Peravat TGL. REVIS] =
S TGL. EFEKTIF 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
Ho. Uralan Prosedur Office/Petugas Persyaratan / Heterangan
Pemohon Penisriza Kepala Dinas Parieng Waktu DOutput
Layanan
Dokumen
kel
i [pesnin T Dol ummiz::'nmhmmn ookt
izin
E
registrasi, menerima dan memeriksa ;
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima Mumngﬂhm!mlun 60 menit mrﬂ\r;:r:ma
barkas, entry data
Jika kelenghapan
berkas tidak lengkap
dan benar JF
mengkemunikanikan
kepada pemohon,
3 |Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak anumm;::-mhmm‘n 1 hari beritA acarn  |herita acara dibuat
|wstelah parmohon
melenghkapt
kekurangan
administymsi,
4 |Penetapan ixin draf izin 1 hari penetapan izin
5 |cetak izin terbit ._l penetapan izin 30 menit ki

Total Waktu

2 harl 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT MANDIRI
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BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP

33 Tahun 2022

Tanggal Efektif

12 Oktober 2022

Disahkan Oleh

BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP

SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT
MANDIRI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HKO02.02/MENKES/1/148/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat beserta perubahannya;
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Praktik Perawat Mandiri




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT MANDIRI

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Kesehatan

o ol s

@ =

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Perawat
Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik
Perawat Mandiri

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Perawat Mandiri

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
Izin Praktik Perawat Mandiri tidak dapat diselesaikan dengan
baik, prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan
tidak terukur.




STAMDAR OPERASIOHAL FROSEDUR PEFIZINAN NOM BERLUSAHA SURAT 17N FRAKTEE PERAWAT MANDIR

. RUPATI KARANGABEM :i_ﬁ:“ B i N
s T, PEMBUATAN .
. Bural lsin Praktek Perawat Mandin T REVIE =
TOL. EFEKTIF 13 Okiober 203
=
Pelikaars Muiu Baka
- Fromt e
ralan Prosedar Offlos | Pelugas Tim Tekols Hepaia Persyamtan terangai
Pomohon i JF Keglatan Pt Wakin Cutput
Leyanan
dolumen dalkumen
1} TRl
ok e e permobinnan permohonan ign
Registral, messiamn dan insmoriksn i
kolongknpan berkas dan celak tanda LI 0 Miemiat ‘““:1" Rosrip
NetEmsn bBerkas e Ny porkan
Jika berkeas ticlak
Bk }Jr;n.gh.\u dan benar,
Entry Data dan Verililonsi Berkun ks ¥a pﬂl’::::umnlmll. 0 Memit T;r_:ﬁ:r.';“ emghonmuniknadban
'R AUGAR Veepuaila prmohon
terverifilomi t::.l byl
~rican dilenginpi
Penjacwakan dan Bierat Undangan
Penjndwalan dan verifikas) Inpangan waorifikonsi a hari werifikani
lngangnsn Lagenrgamin
Jiken berkas tidak
|lengkap dan benar,
tien toknis wegatan
B menghesmaniknaikan
Notulen verilikani bapaiigan, berita acara . rfid ke pesnobusn, berita
jremerikaman sdministrasi das weknis Btk n Bleriin }oars 120 et Notuben, dan  § o dibuat sctelah
Berita Acnrm pemnohen melenghap
kelurmngan
clirmakaad.
Tanda Tangan Elekironik Rz 3 Menit Imini
I Tertse T iact
Taotal Wakiu 3 harl 330 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI

Nomor SOP 33 Tahun 2022

iy 2

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

(9] i
@A) L) @sH Gen 0N &N M{E‘;l

BUPATI KARANGASEM

Iinaliloan Glch BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik | 1. Menguasai pengoperasian komputer.
Kedokteran; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang permohonan Surat Izin Praktik Perawat Gigi.
Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2052 /Menkes/PER/X /2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

o




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Kesehatan

C

o BB

1. Perangkat Komputer/Printer.
2.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Perawat
Gigi

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik
Perawat Gigi

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Perawat Gigi

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada Izin Praktik Perawat Gigi tidak dapat diselesaikan
dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian tidak
jelas dan tidak terukur.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZITNAN NON BERUSAHA SURAT 1IN PRAKTEK PERAWAT GIGI

BUFATI KARANGASEM NOMOR S0P + 33 Tahun 2022
G REVISI H
TGL. PEMBUATAN H
Surat Izin Prakiek Perawat Gigi TGL, REVIST {
12 Oidober 2022

Wa. Uralan Prosodir Dffice/ Potuigns
Pa Porsyaratan Keterangan
R Fenerlmn TE Hepala Dinas Perlangkapan Walktu Output
Layanan
Daokwmear
1 |Pesgajunn permolmoimn Dokumen
permohonan izn permalonn
i
registynsl, menerima dsn memeriks
2 {kelengkapan berkis, cotak tandn terima Daokumen 50 st tocndn terimn
herlns, entry data permolpan Ein berkns
ik kelenghknpan
L 3 berkas tidak
. {lengknp dan beisr
alg
mangkomuniknsika
3 |Verifiknsi kelengkapan data, berita scarm. nlk Dokumen n kepada pemahon,
e permahonan izn 1 hari berita aenm berita woasn dibasit
seiclal pemobion
myelengheapd
Eekurangan
e indatrasi
bl
»
6 |Penetapan zin clenf i 1 hari penetapan ibn
7 |Crtak izin terbit .—l pemetapan ken 30 menit Exin

Total Walkiu 2 harl 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA FARMASI

L IR b
Wby e

- it =
mummm{nmeﬂ

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP

33 Tahun 2022

Tanggal Efektif

12 Oktober 2022

Disahkan Oleh

BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP

SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA FARMASI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian,;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889 /Menkes/Per/V/ 2011 tentang Registrasi,
Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan
dan Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan permohonan
Surat Izin Praktik Tenaga Farmasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA FARMASI

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Kesehatan

1.
2

> 50

e Bl

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Tenaga
Farmasi

Blangko permohonan Izin Praktik Tenaga Farmasi

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga
Farmasi

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Tenaga Farmasi

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
berdampak kepada penerbitan Izin Praktik Tenaga
Farmasi terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA FARMASI

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
REVISI -
TGL. PEMBUATAN =
Surat Izin Praktek Tenaga Farmasi TGL. REVISI -
i TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan
Pemohon Peneri JF Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Output
Layanan
1 |Pengajuan permohonan Dokumen' ; Dokumen. 3
permohonan izin permchonan izin
1
registrasi, menerima dan memeriksa Dok «
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima ctolo 60 menit i
beikinn. anikiy data permohonan izin berkas
Jika kelengkapan
berkas tidak
X lengkap dan benar
JF
mengkomunikasik
: y : Dokumen . . an kepada
3 |Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak panmnbnnar i 1 hari berita acara pemohon, berita
acara dibuat
setelah pemohon
melengkapi
kekurangan
administrasi.
6 |Penetapan izin - draf izin 1 hari penetapan izin
7 |Cetak izin terbit .(——- penetapan izin 30 menit izin

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI

Nomor SOP 33 Tahun 2022
o R o Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
(4 (L 159 060 0N (0 6 (sgl
BUPATI KARANGASEM
R BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga
Gizi;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi

«




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Kesehatan

1
2,

&0

e Bl 4

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Prkatik Tenaga
Gizi

Blangko Permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi

. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik

Tenaga Gizi

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Praktik Tenaga Gizi terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT [ZIN PRAKTEE TENAGA Q12

BUPATI HARANGASEM NOMOER s0p + 33 Tabhn 20022
REEVISE a
TOL: PEMBUATAN =
Surat Izin Fraktek Tenags Gizl TOL. REVIA] T-
R 1 T A S L, LT 5L
Pelaksana Mutu Baku
Front
Pemohon | Office/Petugas Kepala Dinas :::;"""‘"" Waktu Cutput .
Penerima Layanas e
[rakrumseny
Dokumeri
Pengajuan permolioran permotionan tzin pcnnn-_lmmn
izin
registrasi, menerima dan memeriksa Dak x i
kelenghapan berkas, cetak tanda terma R 60 menit O (R
kg i dete permohona iin berkas
Jika kelengkapian
|berkas tidak lengkap
dan benar JF
merighomunikasilon
kepadn pemohoen,
berita scara dibuat
Verifikasi kelengkapan data, beritn ackra. tidnk nll-::::;:E:‘Lan 1 hard berita acium  {setelah pemohon
PE melenghonpl
kekumngan
administrasi
Penctapan izin * draf pdn 1 hard penetapan o
Cetak bdn terbit -_- penetapan kxin 30 menit izin
Total Walktu 2 har] 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK SANITARIAN
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Nomor SOP

33 Tahun 2022

| Tanggal Efektif

T 12 Oktober 2022
W;Ll 5% 06n 0N A0 B Eil
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA
NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK SANITARIAN
Dasar Hukum | Kualifikasi pelaksana |

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

2. Menguasai / memiliki

1. Menguasai pengoperasian komputer.
pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Praktik Sanitarian

A



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK SANITARIAN

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Petugas Pelayanan
2. SOP Izin Lingkungan / SPPL

2
3.

N

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Sanitarian
Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik
Sanitarian

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Sanitarian

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada penerbitan Izin Praktik Sanitarian terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT LZIN PRAKTEE SANITARIAN

BUFAT] KARANGASEM

NOMOE 801

: 33 Tahun 2022

REVIS3] =
" ITOL. PEMBUATAN
e Surat Irln Praktek Sanitarian TOL. REVISI t-
T, EFEKTIF ;13 Oktober 2022
Pelaksanm Mutu Baku
No. Uradan Prosedur Front Parsyaratan/ Keterangan
Femaohon Oiflee/ Petugns Hepala Dinas Perlengk Waktu Cutput
Peperima Layanan :
Dakimmen
. Dokumen
I~ |Pengeusa: perthobonan Permaohonan kHn P"'m:::l'::"m’
o
registrasi, menerima don memeriksn : Eiok
2 [kelenghapan berkas, cetak tanda terima i G0 mendt sanca mrkns
berkas, entry data permohonss kdn berkas
LJika kelenghapan
berkns tidak
lengkap dan benar
JE
mengkomuniknsikn
n kepada pemoton,
a (Verifikasi kelengkapan diatn, berita acar, tidak Dakumen i sl berite Bokek et s it
DRETMIRON: S setelah pemoton
melengloapl
kekuramgary
administrasi.
& |Penetapan kn - dralizn 1 i ““’ﬂi"“"
7 |cetak kxin terbit .__- penetapan bdn 20 menit Izin
Total Waktu 2 harl 90 meonlt




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER

Nomor SOP 33 Tahun 2022
B T e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
c:;u 169 060 01 1 V) {E';l
BUPATI KARANGASEM
BUPATI KARANGASEM

Disahkan Oleh

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang| 1. Menguasai pengoperasian komputer.
Kesehatan; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga permohonan Surat Izin Praktik Radiografer
Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan,;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

T




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER

Keterkaitan

| Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Kesehatan
2. SOP Izin Lingkungan / SPPL

1.
2.

@

-l

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik
Radiografer

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat lzin Praktik
Radiografer

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Radiografer

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada penerbitan Izin Praktik Radiografer terlambat




STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER

. UPATI KARAKG NOMOR S0P ¢ 33 Tahun 2022
REVISI -
TAL, PEMBUATAN
~ ; Burat lzin Praktek Radiografer TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Butu Baku
= 4 Fromt
o Uralan Prossdur Offlce /Petugas Persyaratan/ Keterangan
Pemohon Penerima Hepala Dinas Perlsngh Waktu Output
Layanan
Dokumen Dekumen
1 |Pengajuan permohonan permohonan permohonan
& izin izin
regiatrasi, menerima dan memeriksa Dokumen e
2 |kelengkapan berkas, cetal tanda terima parmaokonan 60 menit s Iu:mml.
berkns, entry data izin
Jikn kelengkapan berkas
tidak lenghap dan benar
JF mengkomunikasikan
Dokumen kepada pemohaon, beritn
3 [Verifikasi kelengkapan data, berita acarn. tldnk permehonan 1 hari berita acara [Bonm dibuat :er.al.ah_
ki peimohon melengkap
keburangan sdministrasd.
& |Penetapan izin draf izin 1 hari penetapan izin
7 |Cetak izin terbit -(__-= penetapan kzin 30 menit izin
Total Waktu 2 harl 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI

A s Nomor SOP 33 Tahun 2022
o TR e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
m;u 19 060 0N 1 0 E';l
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA ]
SeasRan SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana _ ]

A

2.

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan  Praktik
Fisioterapis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomeor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Praktik Fisioterapi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Kesehatan

g

el oF o

1. Perangkat Komputer/Printer.
2.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik
Fisioterapi

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik
Fisioterapi

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Fisioterapi

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
penerbitan Surat Izin Praktik Fisioterapi terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI

: 1 33 f 2
BUPATI KARANGASEM i Fakn 03
REVISI
TGL. PEMBUATAN
SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI TGL. REVISI :
' TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan
Pemohon Panerima Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Output
Layanan
ki Dokumen
1 [Pengajuan permohonan - el s permohonan
permohonan izin A
A 1Zin
registrasi, menerima dan memeriksa - Naliiis tanda
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima h o 60 menit terima
berkas, entry data R berkas
Jika kelengkapan berkas
tidak lengkap dan benar
JF mengkomunikasikan
kepada pemohon, berita
acara dibuat setelah
3 |Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak mﬂzgﬁ;fa;nmn 1 hari berita acara | pemohon melengkapi
kekurangan
administrasi.
ya
4 |Penetapan izin - draf izin 1 hari Prspan
izin
5 |Cetak izin terbit .‘-—- penetapan izin 30 menit izin

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI MANDIRI

™

,-' N
\“."'--"'_‘."
5 ' =
m‘;umm oN AR ED

BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

Nomor SOP 33 Tahun 2022
Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM

SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI
NAMA SOP MANDIRI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

) R

2

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan  Praktik
Fisioterapis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Praktik Fisioterapi Mandiri




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI MANDIRI

Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer.
Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik

Fisioterapi Mandiri

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik
Fisioterapi Mandiri

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Fisioterapi Mandiri

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

ta

il L

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
penerbitan Surat Izin Praktik Fisioterapi Mandiri terlambat




STANDAR CPFRRASIOMAL PRCEEDR FERIZINAN NOM BERUSAHA SURAT 12N PRAKTER FISIOTERAF MANDIR

HUPAT] RARANCASESM ROMOR S0P 33 Tabum 3032
HEWIN 1
$ TOL PEMINATAR
Boret Leln Praktek Fistotempl Maadic TaL. REVISI
TGl EFEETIF 12 Cikesbar 3033
| — _— — ——— — E—————
Folabaans Blwt
Ma. Urnian Prossdur Hetarsngan
e ffios Patugas T Tim Telonis | Hapals Fersyarstan Wl Outpat
Laynman
dkumen diokrEn
1 |Pengajuan pormohonan pearmoksnan permahonan
= tein
Rgistrasd, menerima dan memericss dolcuemen
2 H.ukm-pm.. berkan dan cetsk tends * permsbonan 0 Mani tnnda deriona
trrima berkas b ek
iha barkas tdak
lemigkap din benas,
ok Elerieas JF
e i X Jaaioan:
4 et
Entry Dats dan Verifilcas! Derkas Lon tidals e |mrl::ﬂ-lﬂ 0} kibenut yang sudah |krpada pemeton
terverifikani |agars besian
ciilenegicapi
fte - et
4 |Penjadwalan dan mrifikasl lspangsn shary verifikaa) A ksl Amsita s
G wrrifikEnd
Mapang Lapargin
fika borkas tdak
benghag das beiar,
i tekeris kegiatan
men ghoomi i ki
Dmfusr Hadir ks pemohon, berita
e rifikand Lag . ber
3 hictiuden: v = mll.u:.{::-‘:nd-n :;r::'n pidat e Berita Aoara 130 menit Motulen, dan | sear ditiasl seeckah
pomerihann Beriea Acara || penchon mekengios i
eekiirasipai
cimakyud
& |Tanda Tangan Ekbronik Ligia 5 Memit brn
7T [tes Techit & fmenit

3 bl 250 mamiy




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK ANALIS

B , Nomor SOP 33 Tahun 2022
o T o Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
mummmmmeﬂ
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK ANALIS
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1.

2

L5

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga
Analis;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Praktik Analis

—




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK ANALIS

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer.

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Analis
2. SOP Izin PKKPR 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik
3. SOP Izin Lingkungan Analis
4. SOP Izin Lokasi 4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Analis
S. SOP Izin Penetapan Lokasi 5. Buku monitoring perjalanan dokumen
6. SOP Izin PBG 6. Buku penyerahan arsip izin terbit

7. Lemari Arsip

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Surat Izin Praktik Analis tertunda




STANDAR OFERASIONAL FROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK ANALIS

+ 33 Tahun 2023

BUPATI KARANGASEM Junmn BOF

REVIEL

TOL. PEMBUATAR

4 BURAT 1XIN PRAKTER ANALIS T REVISE .
TGL. EFEKTIF 12 Olctaber 2002
ﬁ — e —_— o —
Pelaksans Mutu Baku
Me, lan Prosedur : K
Ura Office / Patugus Persyaratan sterangan
" " JF Hopals Dinas Po " Waltiy Ouipiat
Layanan
Dakusmen
Dalnumen
P T
J TIRAFUAD pertelionan prmobonar F-emt;r:mnn
regiatrani, menssma din memeniken -
2 |kelengleapan berkan, ectak tanda tenima Dokismen & menat Dl Jcricn
bk, arty dugs permehianan i terkan
ik krlengloapan
berioan tkdak
lengheap dan benar
JF
engkearriimikasicn
i n hepada pemolan,
3 |Vorfikast kelengionpan data, berita acars tidale pen-:;f:::::luﬁn i han befila aonrs fhericn acars dibust
motrinh pemothan
melenghapi
Rekirangan
LhETHET TR T
%' JPenitipar: krin drnd imin I hari [rEpen
iin
3 [|Cetak min terbet [_-= penelapan m@in 3 menat fEin
Total Waktu 2 hari 50 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN REFRAKSIONIS

& st ~_ Nomor SOP 33 Tahun 2022
o T - | Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
a?ummmmmeﬂ
- BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN REFRAKSIONIS
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

19
2.

3.

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

| Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pintu Daerah;

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis
Optisien dan Optometris

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan

permohonan Izin Refraksionis




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN REFRAKSIONIS

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer.
Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan I[zin Refraksionis
2. SOP Izin PKKPR 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Refraksionis
3. SOP Izin Lingkungan 4. Buku Registrasi lzin Refraksionis
4. SOP Izin Lokasi 5. Buku monitoring perjalanan dokumen
5. SOP Izin Penetapan Lokasi 6. Buku penyerahan arsip izin terbit
6. SOP Izin PBG 7. Lemari Arsip

h_l‘l

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Refraksionis terlambat

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS

R 50P 1 33 Tahun 2022
BUPATI KARANGASEM PUANE) ST
REVIS]
@ TGL. PEMBUATAN
S Surat Izin Praktek Refraksionis TGL. REVIS! =
TGL. EFEKTIF 1 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uraian Prosedusr Office /Petugas Persyaratan/ Keterangun
t
Pemohon Piiashina JF Kepala Dinas Perkaugkapan Waktu Outpu
Layanan
Dokumen Dokumen
1 |Pengajuan permohonan permohonan permohon
izin an izin
registrasi, menerima dan memeriksa Dokumen tarda
2 {kelengkapan berkas, cetak tanda terima permohonan 60 menit Lerima
berkas, entry data izin berkas
Jika kelengkapan
berkas tidak
lengkap dan benar
JF
mengkomunikasilia
y ; : Biaucan 7 berita [0 kepada pemohon,
3 |Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak perm::_hanan 1 hari B Batita actre dibiiak
an setelah pemohon
melenghapi
kekurangan
administrasi.
L
4 [Penetapan izin draf izin 1 hari pras R
izin
5 JCetak izin terbit ‘l penetapan izin 30 menit iEin
Total Waktu 2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN REFRAKSIONIS MANDIRI

) | Nomor SOP 33 Tahun 2022
o Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
34 (L) (59 069 01 0 &) m'l
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN REFRAKSIONIS MANDIRI

' Dasar Hukum

| Kualifikasi pelaksana

1.
2.

3.

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pintu Daerah;

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis
Optisien dan Optometris

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Izin Refraksionis Mandiri

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas it ¥




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN REFRAKSIONIS MANDIRI

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer.
Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Refraksionis Mandiri
2. SOP lzin PKKPR 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Refraksionis
3. SOP Izin Lingkungan Mandiri
4. SOP Izin Lokasi 4, Buku Registrasi Izin Refraksionis Mandiri
5. SOP lzin Penetapan Lokasi 5. Buku monitoring perjalanan dokumen
6. SOP Izin PBG 6. Buku penyerahan arsip izin terbit
7. Lemari Arsip
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Refraksionis Mandiri terlambat




ATANDAR OFERASIONAL FROBEDUR PFESIZINAN NON BERUGAHA BURAT IZIN FRAKTEL REFRAKSIONIS MANTIRS

F BURATI KARANGAREM o BOR 33 Takia 303
REVTS]
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s beriias nidalk
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Dika berkas tilak
lersghap dan banar,
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M
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL

R
M;umommmmafl

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP

33 Tahun 2022

Tanggal Efektif

12 Oktober 2022

Disahkan Oleh

BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP

SURAT IZIN PENGOBAT
TRADISIONAL

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan
prosedur pengajuan permohonan Izin Pengobat

Tradisional




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL

Keterkaitan | Parnlnbmf perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan . Perangkat Komputer/Printer

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin
PengobatTradisional

Blanko permohonan Izin Pengobat Tradisional
Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin
Pengobat Tradisional

5. Buku Registrasi Izin Pengobat Tradisional

6. Buku monitoring perjalanan dokumen
74
8.

L0

. Buku penyerahan arsip izin terbit
Lemari Arsip

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada Izin Pengobat
Tradisional tidak dapat diselesaikan dengan baik, prosedur, persyaratan,
waktu penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL

%

BUPATI KARANGASEM

Surat Izin Pengobat Tradisional

NOMOR S0P

REVIEI
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI

1 33 Tahun 2022

TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022

Pelaksana Mutu Balkn
N Front
o. Uraian Presedur » 3 Office /Petugas - Persyaratan/ ; Heterangan
Penerima ar ey Perlengkapan " N
Layanan
Dokumen Dokumen
1 |Pengajuan permohornian permohonan permehonan
3 izin izin
registrasi, menerima dan memeriksa = Dokumen
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima - permohonan 60 menit tands terina
berkas, entry data izin RN
Jika kelengkapan
berkas tidak
‘ lengkap dan benar
JF
menghomunikasika
Dokumen n kepada pemchen,
3 [Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidalk permeohonan 1 hari berita acara bcﬁia“afa dibuat
1zin asetelah pemchon
melengkapi
kekurangan
administrasi,
.
4 |Penetapan izin draf isin 1 hari s s
Emn
5 |Cetak izin terbit penetapan izin 30 menit tzin

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

4 | Nomor SOP 33 Tahun 2022
wuSneid
§ {1 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
BUPATI KARANGASEM 21
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN NON BERUSAHA | NAMA SOP PENGOBATAN TRADISIONAL
Dasar Hukum | Kualifikasi pelaksana .
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 1. Menguasai pengoperasian komputer.
Kesehatan; 2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang prosedur pengajuan permohonan Izin Penyelenggara

Tenaga Kesehatan; Pengobatan Tradisional

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016
tentang Pelayvanan Kesehatan Tradisional Empiris;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan 1. Perangkat Komputer/Printer

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin
Penyelenggara Pengobatan Tradisional

3. Blanko permohonan Izin Penyelenggara Pengobatan
Tradisional

4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin
Penyelenggara Pengobatan Tradisional

5. Buku Registrasi Izin Penyelenggara Pengobatan
Tradisional

6. Buku monitoring perjalanan dokumen

7. Buku penyerahan arsip izin terbit

8. Lemari Arsip

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada Izin
Penyelenggara Pengobatan Tradisional tidak dapat diselesaikan dengan baik,
prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARA PENGOEATAN TRADISIONAL

BUPATI KARANGASEM

Izln Penyelenggara Fongobatan Tradislonal

NOMOR SOP
REVISI

TGOl PEMBUATAN
Tl REVIS]

+ &3 Tahun 2022

TGL. EFEKTIF i 12 Oktober 2022
Polaksana Mutia Baku
- - Front
- Uralan Prosedur Offlen/ Petuges Persyaratan Heterangan
Pemohon Penerima Hepala Dioas Perlengkapan Waktu Critput
Layanan
: Dodoumsen Dokumen
1 |Pengajuan permohonan - seaotonan D pertmakionm kit
registrasi, menerima dan memeriken, ] Pl i :
2 |kelengkapan berkns, cotak tands terima 3 ML o GO menit "“l A istuun
berkns, entry datn s ks
Jikn kelenghapan
berkas tiddnk
lengknp dan benar
JF
mengkomunikasila
: : Dokumen 0 kepada pemolon,
3 |Verifikasi kelengkapan dnta, berita nonm, tldak nnhonu.;: bidny 1 hnri berita acam berita acarm diluat
e setelah pemohon
melenghn
kekurangan
iedimdnistras
4 |Penetapan izin drmf txin 1 hari penetnpuin kein
5 |Cetnk izin terhit .__- penetapan irin 30 menit izin
Total Waktn 2 harl 90 manit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

© e
mummmmweﬂl

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP IZIN PERBEKALAN KESEHATAN
RUMAH TANGGA

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan RI
No.1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan prosedur
pengajuan permohonan Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

| Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor | 1. Perangkat Komputer/Printer
Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan lzin Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
3. Blanko permohonan Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
5. Buku Registrasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
6. Buku monitoring perjalanan dokumen
7. Buku penyerahan arsip izin terbit
Lemari Arsip
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga tidak dapat
diselesaikan dengan baik, prosedur, persvaratan, waktu
penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANOOA

NOMOR 80P

: 33 Tahun 2032

BUPATI KARANGASEM
REVISI
g TOL. PEMBUATARN -
4 Burat Izin Perbekalan Kesehatan Rumab Tanggs TOL. REVISI -
T(OL. EFEKTIF : 12 ORtober 20232
Pelaksana Mutu Baku
Mo, Uralan Prossdur Front Heterangnn
Pemobon | Office/Petugas JF Kepala Dinas :"l_"_':“” Waktu Output
Penerima Layanan .
Deknumen
1 [Pengnjuan perinoboran Ik;kuml-.n- L permohonan
Permahannn En tadni
3
reglstrasl, menerima dan memeriksa
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima * Mhskuseacn &0 menit tandn terima
[ — permalonan izin berkas
Jika kelenglkapan
berkas Hdak
lenghap dan benar
JE
menghomunikasilkn
Dok n kepadn pemohon,
3 |Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak :mrn_ . 1 hari beritn ncara | berita acara dibnaag
permehonan ixin
s=tekah pemohon
melengkapd
kekurangun
aclmindsirasd,
4 |Penetapan ixin draf kzin 1 hari penstipan bxin
5 |Cewnk izin terbit -(—i penetapan bin 30 menit lzin

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS

Nomor SOP &3 Tahun 2022

v

L’

e S

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

w -
a:gumna mmmsﬂ‘

= BUPATI KARANGASEM BUPATI KARANGASEM
Disahkan QOleh

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP PELAYANAN DIALISIS

@nlnr Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga | 1. Menguasai pengoperasian komputer.

Kesehatan; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis
Pengelolaan Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
812 /Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

[
&




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer.
Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat lzin Penyelenggaraan
Pelayanan Dialisis
3. Blangko permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat [zin
Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis
5. Buku Registrasi Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis
6. Buku monitoring perjalanan dokumen
7. Buku penyerahan arsip izin terbit
8. Lemari Arsip
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Dialisis terlambat




STANDAR GFERASIONAL PROSEDUR PEREZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN DIALISIS

BUPAY! RARANGASEM {noMoR sOP : 33 Tahun 2022
REVISI -
@ TGL. PEMBUATAN
s Burat Ixln Penyelenggurann Dialisis T(L REVISI ta
el —— TGL. EFEKTIE 12 Olober 2022
Pelaksana Mutu Baku
No. Urainn Prosedur Front Keter
Pemohon | Office/Petugas aF Kopala Dinas | Corvasatans Waktu Output —
Penorlma Layanan Perlengkapan
: Dokumen
1 |Pengnjunn permahanan Dekurnen
permohenan fxin P'em::]m'm"
mn
registrasi, menerimi don memerikss
2 |kelenghnpan berkas, cetak tanda terimn Dodoumen &0 meenit tanda terima
berkns, entry dika permahonamn ixin s berlns
Jika kelenghapan
berkns tidak lenghkap
dan benar JF
mengkomunikasikan
kepndn peasshon,
3 |Verifiknsi kelengknpan daim, berita acnm. tidak Dokunion | han beeritn b"::':-mr" ":_:h'““
permahonnn izn a8 sl k:lq;:lw i
e i
kekurmngan
adminintrnsi
b
4 |Penctapan izin - draf kein 1 hari penstmpann izin
5 [Cetak kxin terdt .__-_ penetigsn b 30 mendt Ezin

Totsl Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS

sl
' i

w0 =
m;ummmmme‘;l

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022
Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
Disahkan Oleh BUEATY RARNNCHS RN

PERIZINAN NON BERUSAHA

SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM

NAMA SOP MEDIS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269 /Menkes/Per/111/ 2008 tentang Rekam Medis;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Izin Praktik Perekam Medis




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Kesehatan

1.
2.

ol

o O

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik
Perekam Medis

Blangko permohonan Surat Izin Praktik Perekam Medis
Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik
Perekam Medis

Buku Registrasi Surat Izin Praktik Perekam Medis

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada penerbitan Surat Izin Praktik Perekam Medis terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS

‘ BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
i REVISI -
@ TGL. PEMBUATAN -
{ % Surat Izin Praktek Perekam Medis TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uraian Prosed Keterangan
° T ARy Pemohon Offlow/ Patugan JF Kepala Dinas Buosynzatasy Waktu Output -
Penerima Perlengkapan
Layanan
Dokumen Dokumen
1 |Pengajuan permohonan - permohonan permchonan
izin izin
4
registrasi, menerima dan memeriksa Dokumen i Eadd
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima permohonan 60 menit i
b berkas
berkas, entry data izin
Jika kelengkapan
berkas tidak lengkap
X dan benar JF
mengkomunikasikan
Dokumen kepada pemohon,
3 [|Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak permohonan 1 hari berita acara |berita acara dibuat
izin setelah pemohon
melengkapi
kekurangan
administrasi.
4 |Penetapan izin - draf izin 1 hari penetapan izin
5 |Cetak izin terbit -(_ _- penetapan izin 30 menit izin
Total Waktu 2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL

o i
’ !\

S inw ™
[ ®] =
e.c;ummthmél

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP | 33 Tahun 2022
Tanggal Efektif | 12 Oktober 2022
Disahkan Oleh + BUPATI KARANGASEM

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP OETTEAL
' Dasar Hukum | Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga | 1. Menguasai pengoperasian komputer.
Kesehatan; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal
Tenaga Kesehatan;;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Optikal;
4, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Kesehatan

1.
2

2 Egh

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Penyelenggaraan
Optikal

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Optikal

Buku Registrasi Izin Penyelenggaraan Optikal

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada Izin Penyelenggaraan Optikal terlambat.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL

NON S0P 1 hian 2022
BUPATI KARANGASEM i o
REVISI -
@ TGL PEMBLUATAN
£EAN Izin Penyelenggaraan Optikal TGL. REVISI ;-
T, EFEKTIF 1 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uralan Prossdur Office [ Petugas Persyaratan/ Heterangan
Pemohon gt Hopala Dinas Peclenghapan Waktu Cutput
Layanan
Daokuman Dokumen permohenan
1 [Peomioan penciharsn permohonan izin i=in
registrasi, menartma dan memerikem Dolite
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima o i 60 menit tandn terima barkas
berkas, entry data permaohonan izin
Jika kelsnglkapan
berkas tidak lengkap
dan benar JF
mengkamunikanikan
1 ; : Disknmsan ! : kepada pemohon, berita
3 |Verifikasi kelengkapan data, barita acam. tidak pértrolionen ixin 1 hari barita meara acara dibunst uluhﬂ.h_
pemahon melengkapi
kskurangan
administrnsi
4 | Penstapan izin draf izin 1 heari periatapan izin
5 |Cetak izin terbit pemetapan ixn 30 menit tzin
Total Waktu 2 hari 90 menlt




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI

¥

Nomor SOP

| 33 Tahun 2022

i o Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
mummmmmeﬂl
BUPATI KARANGASEM
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
SURAT IZIN PRAKTEK PENATA
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP o
L |
| Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana |

| 1.

2.

3.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan;;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Izin Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi ;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Menguasai pengoperasian komputer.

2. Menguasai [

memiliki

pengetahuan tentang syarat pengajuan

permohonan Surat lzin Praktek Penata Anestesi

——




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Petugas Pelayanan

1.
2.

o

RO

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktek Penata
Anestesi

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktek
Penata Anestesi

Buku Registrasi Surat Izin Praktek Penata Anestesi

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada usaha Surat Izin Praktek Penata Anestesi terlambat.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI

_ BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
REVISI -
@ TGL. PEMBUATAN -
Surat Izin Praktek Penata Anastesi TGL. REVISI e
A _ TGL. EFEKTIF _ : 12 Oktober 2022
) - Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uraian Prosedur Keterangan
Pemohon | Office/Petugas JF Kepala Dinas | Per®yaratan/ Waktu Output *
Penerima Perlengkapan
Layanan
Dokumen Dokumen
1 JPengajuan permohonan - permohonan permohonan
izin izin
4
registrasi, menerima dan memeriksa . Dokumen ;
. 3 tanda terima
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima berkas, permochonan 60 menit —
entry data izin e
Jika kelengkapan
berkas tidak
b 4 lengkap dan benar
JF
mengkomunikasika
n kepada pemochon,
Verifikasi kel data, berit tidak Doku;nen % Vit o berita acara dibuat
3 erifikasi kelengkapan data, berita acara. a permohonan ari erita acara | .1 pemshon
izin "
melengkapi
kekurangan
administrasi.
y
4 |Penetapan izin - draf izin 1 hari penetapan izin
5 [Cetak izin terbit penetapan izin 30 menit izin

@&

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PERPANJANGAN TRAYEK

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

a2t ) Nomor SOP 33 Tahun 2022
o B - Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
m;u mmmmma‘l
BUPATI KARANGASEM Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
]
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP PERPANJANGAN IZIN TRAYEK
| Dasar Hukum | Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas | 1. Menguasai pengoperasian komputer.

dan Angkutan Jalan; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang permohonan lzin Trayvek

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
4, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun

2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

a




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PERPANJANGAN TRAYEK

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer.
Perhubungan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Trayek

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Trayek
4. Buku Registrasi Izin Trayek
5. Buku monitoring perjalanan dokumen
6. Buku penyerahan arsip izin terbit
7. Lemari Arsip

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada

penerbitan Izin Trayek terlambat.




STANDAR OPERABIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERPANJANCOAN 1ZIN TRAYEK

S0 B = l a0
’ ATI EM NOMOR SOF 33 Tahun 2022
REVIS]
5 TOL. PEMBUATAN
Perpanjangan Leln Trayek TAL. REVISI e
TiL. EFERTIF t 12 Oktober 2002
FPalaksann HMutu Baku
Front
HMo. Uralan Prosedur Offlce fPetugns Parsyaratan f Keterangnn
Pemohon Penerima Eepala Dinas Perlengkapan Wakta Output
Layanan
Dodumen permolomin Dakumen
1. [Pengajuan permchonan lzin permohoan kin
registrasi, menerima dang memeriksa
7 |kelengkapan berkas, cotak tanda terima Dokumen permotionan| .., .o taruda. terius
izin berkas
berkas, entry data
Jike kelengkapan
berkas tidok
lengkng dan benar
JF
meenghkominikasiin
. n kepada pemohon,
3 |Verifikas kelengkapan data, borita acirm, tidak I.‘roi{Lu:..ruI::.-.l.rnulmmn 1 hat birita:acars bt st bt
: seielnh pemohon
melengkapi
Kekurmngan
administrasi.
4 |Penwaspan kzto drafl bein 1 hari penetapan kxin
5 |Cetak kin terbit .(.__. penctagan zn 30 mienit (=11
Total Waktu 2 bari 90 menilt




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA [ZIN TRAYEK DENGAN TUJUAN TERTENTU

w )  Nomor SOP | 33 Tahun 2022
o - " Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
mummmmuél
BUPATI KARANGASEM -
Dt Gy BUPATI KARANGASEM
B
IZIN TRAYEK DENGAN TUJUAN
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP TERTENTU

L I8
| Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas | 1. Menguasai pengoperasian komputer.

dan Angkutan Jalan; 2., Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang permohonan Izin Trayek dengan Tujuan Tertentu

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
4, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun

2012 tentang Retribusi lzin Trayek;
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

«




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN TRAYEK DENGAN TUJUAN TERTENTU

Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Perhubungan

1L
2.

HEoh W

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan lzin Trayek dengan Tujuan
Tertentu

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Trayek dengan
Tujuan Tertentu

Buku Registrasi lzin Trayek dengan Tujuan Tertentu

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Pencatatan dan pendataan

QQMQtnn
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak

kepada penerbitan Izin Trayek dengan tujuan tertentu
terlambat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FEREZINAN NON BERUSAHA IZIN TRAYEK DENGAN TULUAN TERTENTU

e =,
" BUPATI NOMOR SOF 33 Tabinun 2022
= REVISI g
@ TCL, PEMBUATAN =
b lzin Trayek dengan Tujuss Tertentn TGL. REVISE Im
2 TOL. EFERTIF ;12 Oktober 2022
Pelaksana Muto Baku
- Front
a. Urnlan Prosedny Cfflon| Petugas Tim Tekabs Porsyaratan| Hateraagau
Puasolion | erima aw Kagiwtan | JopaleDizm Perlenghnpas Walan Dutput
Laynmun
F dolnmen permohonsn dokuinen
I |Pengsjunn pormahonan i Ko by
Fegistrasi, menerima dan memeerikan
2 Jkelenghapan terkns din octak tarada rlnbmmnlg':‘uwhumn G0 Mendt | tandn tesima bherkas
ferima berkon
Jiken Berkns tislak
o benghap diny benar, JF
Berkmn permohonen |Detpkominikasikan
3 |Entry Dot dan Verifikasi Berkns krin L&m—’ ¥a dolouen perohonan | oy gyorin yong sudah e padan pemahion agar
i terverifikasi berkns dikengkngi
} Penjadwalan don - . Sumt Undangan
Fl A werifikas
Penjmtwabin das verifikasl lipangan verifiknsi Mpangsn 3 hari i i inpangan
il berkons tlak
kengkap chien benng,
tisn teknis kegbvan
meggkoamuniknsikng
_ |Nonen verifikosi bapangan, berita noam N Daftor Hadir Noedlen, |ke pemodon, bevita
# |pemeriksann sdministensi dan tekuis idak | Bertla Acnrn VHhmenit | o Feritn Acarn [ucnem dibost setelnk
pemahot melengkapi
kekarangun
dirmmkcand
6 |Vendn Taognn Elckironid — Izimy 5 Menit (1Y
7 Jizin Terbi - 5 menid
3 herl 350
Total Wakts




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENGUSAHAAN/ PENYELENGGARAAN USAHA PARKIR

2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

. & Nomor SOP 33 Tahun 2022
& e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
N; LA 9 06N 0N A Mﬁﬂl
BUEATI RABARGASEN Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
IZIN PENGUSAHAAN/
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP PENYELENGGARAAN USAHA PARKIR
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana ]

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas | 1. Pendidikan Sarjana atau SMA Sederajat.

dan Angkutan Jalan; 2. Memahami dan menguasai pengoperasian komputer.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 3. Memahami konsep dasar administrasi dan pengarsipan.

Angkutan Jalan; 4, Memahami konsep dan pedoman umum penomoran surat.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 5. Memahami tugas dan fungsi.

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
4. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah;
5. Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor

23 Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENGUSAHAAN/ PENYELENGGARAAN USAHA PARKIR

| Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Komputer
Perhubungan b Priciar

3. Alat Tulis Kantor
4. Kendaraan Bermotor
5. Kamera

 Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penerbitan Izin Pengusahaan/ Penyelenggaraan Usaha Parkir.

1




STANDAR DPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN RON BERUSAHA 121N PENGUSAHAANS PENYELENGOARAAN USANA PARKIR

L BUFAT! KARANGABEN NOMOR S0P : 33 Tuhon 2022
REVIS) =
@ [T, PEMBUATAN -
‘-'q_ . izt Penguanhann/ Penyelenggurans Usahn Parkir TGL. REVISI s
TGL. EFEETIF . 12 Okiolser 20022
Polaksana Muta Baku
Ha. Uralan Prosedar Frout Office | Petugns Tim Tekuls Persyaratan/ Heterapgasn
Pemobon Penerima L J¥ Heglut Hepala Dines Perlengd Waldta Outpat
y dokumen permohonnm dokumen
I |F Tei :
ETNAAD FoTTRcIman ki permlenen iz
Registrusi, menerinn dan menenbos dok b
2 |kekpgkepan berkas dan etk tnnds ‘““"'“."‘:"‘“" ERa 60 Menit i terims Borkas
terima berkas Efin
Jikn herkan ticak
¥ Jeaghkap day
Berkns pennohonh e, JF !
3 |Eouy Datn don Vesifikon Berkas fein dclurgal permoonin | o5 Mol viong nuslal, | Senghkomian ik
i terverifiknsi s kel
Priselion agnr
berkons dilenghmpi |
A 3 Pengudwalan dan Hural Unpdangan
Fl il
Penjadwalan don verifiknsd bapangasi verifikasi lapangan At verdikasi bpangmn
Hiko berkas telak
Jenglngs dnay
hetwir, tim tekunis
| Ergiatmn
. . Dafar Hodis )
o | Motulen verifilnsl lapaovgan, beritn acar . |mengkeimuniknsi
| pemersikanan sl ministrast dao sekonis tidak b Berita Acarw 120 menil | Kotulen, dan Beritn {0 4 nemation,
Acarn beritn acurm
[dizn actelak
pemotion
nree leig o
L
[ L‘l‘nmu Tangan Elekivenik Izt 5 Menit Ixin
3 horl 250

Total Wakta

menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

© Ll
M;UMOG!IOH(F‘\M@!I

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022
Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak

NAMA SOP Negeri

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

2.

3.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini ;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Memiliki komunikasi yang baik

2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

3. Sumber daya manusia sudah dibekali dengan bimbingan-bimbingan
teknis tentang perizinan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Laptop/Komputer.
Pendidikan 2. Printer.
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila pelaksanaan proses Izin Pendirian Taman Kanak-
Kanak (TK) Negeri tidak dijalankan sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada kelancaran
proses Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri.




STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

| | Nomor SOP 33 Tahun 2022
o " o Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 -
[H; 40 08% 06N 0N ME!’l o
BUPATI KARANGASEM Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
Izin Operasional Taman Kanak-
PERIZINAN NON BERUSAHA Judul SOP Kanak Negerl
' Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana B

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem | 1. Memiliki komunikasi yang baik

Pendidikan Nasional, 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang | 3. Sumber daya manusia sudah dibekali dengan bimbingan-bimbingan

Standar Nasional Pendidikan; teknis tentang perizinan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini ;

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

| Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu L,




STANDAR CFERASHON AL PROSEDUR PERIZINAN MON BERUSAHA IZIN PENDIRIAN/ OFERASIONAL TAMAN KaNAK-KANAK NEGERI

NOMO 4 Tahun 202
BUPATI HARANGASEM R SOP a3 un 2022
REVISI t-
@ TGL, PEMBUATAN L=
Izin Pendirian/Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri TGL. REVIS] e
TGL. EFEKTIF ;12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baka
o Front
raian Prosedur Pomol Office /Petugas Tim Teknis | L. . o Persyaratan/ Walkt Out Heterangan
Penerima o Hegiatan Perlengkapan = -
Layanan
Pengajusn permohonan dakumen .p-_u:nnnhunmt dokumen )
: izin permohonan zin
Registrasi, menenma dan memerksa s h
kelengkapan berkas, entry data dan Dkumesn permobanan | co Menit | tanda terima berkas
cetak tanda terima berkas, g
Jika berkas tidak
3 lengkap dan
Berkas permoh Pacis, I
srmohonan i
Verifikmai Berkas lzin tidak ¥a dnkumcni:nmmhnmn 60 Menit yang sudah E:ﬂgkt;'::::m‘
terverifikasi pemohon agar

berkas dilenghkapi

. . 3 Fenjadwalan dan ) Surat Undangan
P fik:
AR ‘_- verifikasi lapangan e verifikasi lapangan

Jika berkas tidak
lengkap dan
benar secarn
administrasi dan
teknis, Tim
teknis kegiatan

komunikasi
) ; ; Daftar Hadir it
Notulen verifikasi lapangan, berita acara y : .. |kan ke pemohon.
pemeriksaan administrasi dan teknis tidak ¥a Berita Acara 120 menit | Motulen, dan Berta

Acara

Berita acara
dibuat setelah
pemehon
melengkapi
kekurangan
dimaksud,

Tanda Tangan lzin - Izin 30 menit lzin

Izin Terbit .——-:‘: 5 menit

3 hari 275 |
Total Walktn i



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN / DOKTER HEWAN SPESIALIS

S

o >
{mummmmmm{l

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP

33 Tahun 2022

Tanggal Efektif

12 Oktober 2022

Disahkan QOleh

BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP

SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER
HEWAN/ DOKTER HEWAN SPESIALIS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Otoritas Veteriner;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Izin Praktek Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN/ DOKTER HEWAN SPESIALIS

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

!_I_{etarkaltan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Pertanian

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Praktek Dokter Hewan/
Dokter Hewan Spesialis.

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Praktek Dokter
Hewan / Dokter Hewan Spesialis

Buku Registrasi izin

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

SE IR 0 s

Pencatatan dan pendataan

Peringatan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada Praktek Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN/ DOKTER HEWAN SPESIALIS

o] P . 33 T
: BUPATI KARANGASEM NOMOR 80 33 Tahun 2022
- REVISS i
5 TGL. PEMBUATAN
A% Burat Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis TGL. REVISI t-
TCL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Muote Baka
Fromt
HNo. Uraian Prosedur Office /Petugas Persyaratan / Keterangan
Pemohon Penerima Kepala Perlengkapan Wak Output
Layanan
1 |Pengajuan permoheonan D-;:-l-iumen.p_cnna]mnm anumcn. )
izin permohonan izn
registrasi, meneruna dan memeriksa Pikaie snipilionn
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda o B 60 menit |tanda terima berkas
y izin
terima berkas, entry data
Jika kelengkapan
berkas tidak
lengkap dan benar
JF
menghomunikasika
Verifikasi kelengkapan data, berita Dokumen permehonan ) . n kepada pemohan,
g acara. sk izin e berita acara berita acara dibuat
setelah pemohon
melengkapi
kekurangun
administrasi.
4 |Penetapan izin draf izin 1 hari penatapan izin
5 |Cetak izin terbit penetapan izin 20 menit izin

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN/ DOKTER HEWAN SPESIALIS MANDIRI

(@) =
(4) (L) (69 06N 0N () ) ts';l

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER
NAMA SOP HEWAN/ DOKTER HEWAN SPESIALIS
MANDIRI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

:

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Otoritas Veteriner;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

1. Menguasai pengoperasian komputer.

2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Izin Praktek Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis
Mandiri




STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN/ DOKTER HEWAN SPESIALIS MANDIRI

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Pertanian

¥
2.

e

L

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan lzin Praktek Dokter Hewan/
Dokter Hewan Spesialis Mandiri.

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan [zin Praktek Dokter
Hewan / Dokter Hewan Spesialis Mandiri.

Buku Registrasi izin

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada Praktek Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis
Mandiri




STANDAR OPERASIONAL PREOSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTIK DORKTER HEWAN] DOKTER HEWAR SPESIALIS MANDIRI

HOMOR S0 a3 T 2K
; BUPATL KARANGASEM R oo
’ REVISI :
S TOL. PEMBUATAN
P Burat jzio Praktlk Dokter Hewas /Dokter Hewan Spealails Mandirl GL. KEVISI 1=
: TaL. EFEKTIF 12 Oktnber 2023
Prlaksans Mutu Bakn
Front e
No. Urmiss Prosodur Offiee/ Petugns Tim Tekals Hepaln Persyaratan [ AR
Al Peneriman - Keglatan Diuas | Perlenglapan Wilkis Crutpmt
Layanan
Jokinmen
{ dokumen ;
1 |Pengajunn permohaonan pérmohoman fxia Fmrm:;::'q'nun
Registrosi, msenerimn dan memeriksa
2 |kelenglnpan berkas dan cetak tandn ﬂumm"::um &0 Menit u:::[;r““m"
tertnn berkas ;
Lk berkas tdak
d englap don benar,
Derkas JF
daknmen 5 pernsslonan i
F : 1 & eoghaminilosikan
4 |Eotry Datm dan Verifikasi Berkas dein Ya prrmobonan iin Wl et yong sudsh e edsim
perverifiknmi | berkos
dilengknpi
Peajadwenlnn dan " SL::‘
4 |Projadwanban din verifiknsd bipangan verifikmsi A haaard :—.r'ﬂ] i:"
lagemngan
Ly
ks berkas thilak
lenglenp dan benar,
tim teknis kegiatan
mstagkomunilosikonn
d £ . Dondime Hlowdir
Hotulen verifikasd lnpaogan, beritn aoasm ) . ke pemabon, berita
5 | pemeriloinan nelminlstrani daz ickrds kil = i Berita Acarn 120 menit Netulen, _d'"“ nesan dibaat setclah
Beritn Acmm pemohon mebenghipi
kelurangan
| lirmukesed.
6 |Tanda Tangan Elektromnik Izin 5 Menit Vg

Tatal Waltu

3 barl 230 mealt




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

S
mummmmmw’rl

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP

33 Tahun 2022

Tanggal Efektif

12 Oktober 2022

Disahkan Oleh

BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

NAMA SOP

SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1,

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Otoritas Veteriner;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan

permohonan ;




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Pertanian

1.
2.

»

Nouok

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Paramedik Veteriner
Pelayanan Kesehatan Hewan

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Paramedik
Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan

Buku Registrasi izin

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

BUPATI KARANGASEM

NOMOR SOP
REVISI

& Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan

TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

: 33 Tahun 2022

: 12 Oktober 2022

Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan
Pemohon Peasiing JF Kepala Dinas Perlsngkapan Waktu Output
Layanan
1 |Pengajuan permohonan - Dokumen. p.ermohunan Dokumcn. )
izin permohonan izin
A
registrasi, menerima dan memeriksa Dok h
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima orumen permelonan | eq menit tanda terima berkas
berkas, entry data -
Jika kelengkapan
berkas tidak lengkap
b 4 dan benar JF
‘ mengkomunikasikan

; . ) . Dokumen permohonan ; . kepada pemohon, berita

3 |Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak izin 1 hari berita acara acara dibust setelah
pemohon melengkapi
kekurangan
administrasi.

L
4 |Penetapan izin - draf izin 1 hari penetapan izin
5 |Cetak izin terbit ._I penetapan izin 30 menit izin

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN MANDIRI

& a2 )  Nomor SOP 33 Tahun 2022
o e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
cu;um 00 0N (9 m—:'a'l
BUPATI KARANGASEM -
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
IZIN PARAMEDIK VETERINER
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
MANDIRI
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan

permchonan ;

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem

Q‘T"




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN MANDIRI

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor
Pertanian

G

el

1. Perangkat Komputer/Printer.
2.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Paramedik Veteriner
Pelayanan Kesehatan Hewan Mandiri

Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Paramedik
Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan Mandiri

Buku Registrasi izin

Buku monitoring perjalanan dokumen

Buku penyerahan arsip izin terbit

Lemari Arsip

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
Mandiri




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN MANDIRI

{9] : 331 20
BUPATI GASEM NOMOR SOP 33 Tahun 2022
L REVISI -
@ TGL. PEMBUATAN ]
i) Burat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan Mandiri TGL. REVISI -
oW TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
— Pelak Mutu Baku
Front
No. Uralan Prosedur Office/Petugas Tim Teknis Kepala Persyaratan [ Keterangan
Pemsokion Penerima e Kegilatan Dinas Perlengkapan Wakta s
Layanan
dokumen dokumen
1 |Pengajuan permohonan v permohonan permohona
| izin n izin
Registrasi, menerima dan memeriksa dokumen tanda
2 |kelengkapan berkas dan cetak tanda permohonan 60 Menit terima
terima berkas izin berkas
Jika berkas tidak
, Berkas [lengkap dan benar,
dokumen permohona [JF -
3 |Entry Data dan Verifikasi Berkas [zin tidak Ya permohonan 60 Menit nyang |mengkomunikasikan
izin sudah kepada pemohon
terverifikasi |agar berkas
dilengkapi
Penjadwalan Uni“m‘
4 |Penjadwalan dan verifikasi lapangan dan verifikasi 3 hari _anﬁl g
lapangan i !
lapangan
Jika berkas tidak
lengkap dan benar,
! tim teknis kegiatan
Daftar Hadir] mengkomunikasikan
Notulen verifikasi lapangan, berita acara . . Notulen, |ke pemohon, berita
> pemeriksaan administrasi dan teknis tidak ya Berita Acara 120 menit dan Berita |acara dibuat setelah
Acara pemohon melengkapi
kekurangan
dimaksud.
6 |Tanda Tangan Elektronik - Izin 5 Menit Izin

Total Waktu

3 hari 250 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR

| Nomor SOP 33 Tahun 2022
i  Tanggal Pembuatan ]
$  Tanggal Revisi
S Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
0 e
m'; QL 069 06N 0N &7 meﬁl
BUPATI KARANGASEM
Biadbilan Bk BUPATI KARANGASEM
SURAT IZIN PARAMEDIK
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP VETERINER PELAYANAN
INSEMINATOR
-l l
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana |

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang | 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat
Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; pengajuan permohonan Surat Izin Paramedik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; Veteriner Pelayanan Inseminator.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik 1. Mengisi Formulir Permohonan
Veteriner; 2. Kartu Identitas Pemohon :
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan a. KTP Elektronik Pemohon
Berusaha Sektor Pertanian; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang pejabat oteritas 3. [jazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma
veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah kejuruan
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan bidang Kesehatan Hewan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana 4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 Paramedik Veteriner (dikecualikan bild dalam 1 |




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan

wilayah Kabupaten belum terdapat organisasi
profesi Paramedik Veteriner)

dan Nonperizinan. 5. Surat Keterangan pemenuhan persyaratan Tempat
Pelayanan Paramedik Veteriner
6. Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi Buatan
yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan.
8. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan atau Tenaga
Kerja (Bag
Permohonan Baru) / Bukti Lunas Bayar Bulan
terakhir BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerja
(Perpanjangan/Perubahan)
9. Pas foto terbaru berwarna.
10. Mengembalikan Sertifikat Asli Surat lzin
Praktik (Perpanjangan)
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
" 1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Pertanian 1. Perangkat Komputer/Printer.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan [zin
3. Persetujuan Lingkungan Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
3. Buku monitoring perjalanan dokumen
4. Buku penyerahan arsip izin terbit
5. Lemari Arsip

F Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada penerbitan Surat lzin
Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
REVISI -
'TGL. PEMBUATAN t.
Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator 'TGL. REVISI HE
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
= s+ Mutu Baku S
Front
No. Uraian Prosedur Office/ Petugas Persyaratan/ Keterangan
Pemohon Pen . Kepala Dinas Perlangkapean Waktu Output
Layanan
. Dokumen permohonan Dokumen
1 |Pengajuan permohonan - 4% -
izin permohonan izin
4
registrasi, menerima dan memeriksa - "
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda terima olumen permenonan | ¢o menit | tanda terima berkas
berkas, entry data =
Jika kelengkapan berkas
tidak lengkap dan benar
JF mengkomunikasikan
kepada pemohon, berita
acara dibuat setelah
3 |Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak mmmenif;lm"h"m“ 1 hari beritamoara  eniohion melengkapi
kekurangan administrasi.
\
4 |Penetapan izin draf izin 1 hari penetapan izin
5 |Cetak izin terbit penetapan izin 30 menit izin

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR MANDIRI

5 3
ot

© e
m}umoenmmmeﬂl

BUPATI KARANGASEM

Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022

Disatikan Olali BUPATI KARANGASEM

PERIZINAN NON BERUSAHA

SURAT IZIN PARAMEDIK
NAMA SOP VETERINER PELAYANAN
INSEMINATOR MANDIRI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang
Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik
Veteriner;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang pejabat oteritas veteriner
dan Dokter Hewan Berwenang;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang

1. Menguasai pengoperasian komputer.

2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang
syarat pengajuan permohonan Surat Izin
Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
Mandiri.

1. Mengisi Formulir Permohonan

2. Kartu Identitas Pemohon :

a. KTP Elektronik Pemohon
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. ljazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma
Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah
kejuruan bidang Kesehatan Hewan

4. Surat Rekomendasi dari organisasi profeki




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR MANDIRI

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

9.
10.

Paramedik Veteriner (dikecualikan bila
dalam wilayah Kabupaten belum terdapat
organisasi profesi Paramedik Veteriner)

. Surat Keterangan pemenuhan persyaratan

Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner
Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi
Buatan yang diterbitkan oleh lembaga
sertifikasi profesi.

. Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan.

Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan atau
Tenaga Kerja (Bag
Permohonan Baru) / Bukti Lunas Bayar
Bulan terakhir BPJS Kesehatan atau Tenaga
Kerja (Perpanjangan/Perubahan)

Pas foto terbaru berwarna.

Mengembalikan Sertifikat Asli Surat Izin
Praktik (Perpanjangan)

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Pertanian
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Persetujuan Lingkungan

1.
2,

Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin
Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
Mandiri

3. Buku monitoring perjalanan dokumen
4.
S. Lemari Arsip

Buku penyerahan arsip izin terbit

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada penerbitan Surat Izin
Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator Mandiri




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR MANDIRI

i BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
i REVISI -
: @ TGL. PEMBUATAN i
Vi Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator Mandiri TGL. REVISI i -

. TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
— e e ]
= —

Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uralan Prosedur Patohon Office/Petugas Jr Tim Teknis Kepala Persyaratan / Waktu Sttt Keterangan
Penerima Keglatan Dinas Perlengkapan i
Layanan
dokumen
. dokum
1 |Pengajuan permohonan y pcmghon:;izin permohonan
izin
Registrasi, menerima dan memeriksa .
2 |kelengkapan berkas dan cetak tanda dokumr:n. 3 60 Menit Rt 1
terima berkas permohonan izin berkas
Jika berkas tidak
b lengkap dan benar,
Berkas
JF
3 |Entry Data dan Verifikasi Berkas lzin tidak Ya dokumcn‘ . 60 Menit permohonan mengkomunikasikan
permohonan izin vang sudah  lyepa0a pemohon
terverifikasi agar berkas
dilengkapi
4 |Penjadwalan dan verifikasi lapangan verifikasi 3 hari ncAn g
lapangan ve si
lapangan
Jika berkas tidak
lengkap dan benar,
tim teknis kegiatan
. mengkomunikasikan
Notulen verifikasi lapangan, berita acara Dgdtay Hadio ke pemohon, berita
- g " " »
* pemeriksaan administrasi dan teknis tidak ya Berite Acara L Nou‘_u':“’ acara dibuat setelah
Berita Acara "
pemohon melengkapi
kekurangan
dimaksud.
y
6 |[Tanda Tangan Elektronik lzin 5 Menit Izin
7 |lzin Terbit 5 menit

Total Waktu

3 hari 250 menit




’

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

_ | Nomor SOP 33 Tahun 2022 i
£ | Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
o) = |
u;ummmmmm’l
- BUPATI KARANGASEM o
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
=
SURAT IZIN PARAMEDIK
VETERINER PELAYANAN
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP PEMERIKSAAN
1 5 KEBUNTINGAN
' Dasar Hukum | Kualifikasi pelaksana ]
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -| 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat

o

o o

=

undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik
Veteriner;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertanian,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang pejabat oteritas
veteriner dan Dokter Hewan Berwenang,

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33

pengajuan permohonan Surat Izin Paramedik
Veteriner Pemeriksa Kebuntingan.
1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Kartu Identitas Pemohon :
a. KTP Elektronik Pemohon
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. [jazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma
Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah kejuruan
bidang Kesehatan Hewan

4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi

Paramedik Veteriner (dikecualikan bila dalam

| wilayah Kabupaten belum terdapat nf%nimgg




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

profesi Paramedik Veteriner)

. Surat Keterangan pemenuhan persyaratan Tempat

Pelayanan Paramedik Veteriner

. Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi Buatan

vang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

. Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan.

. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan atau Tenaga

Kerja ( Bagi Permohonan Baru) / Bukti Lunas
Bayar Bulan terakhir BPJS Kesehatan atau Tenaga
Kerja (Perpanjangan/Perubahan)

9. Pas foto terbaru berwarna.

Mengembalikan Sertifikat Asli Surat Izin

Praktik (Perpanjangan)

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Pertanian
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
3. Persetujuan Lingkungan

. Perangkat Komputer/Printer.

. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin

Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan.

. Buku monitoring perjalanan dokumen
. Buku penyerahan arsip izin terbit
. Lemari Arsip

. Pencatatan dan pendataan

Izin Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan.

Peringatan ]
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada penerbitan Surat |




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

BUPATI KARANGASEM NOMOR S0P : 33 Tahun 2022
REVISI
@ TGL, PEMBUATAN
Az Burat [zin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Hebuntingan TGL, REVIS] £
TL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Urajan Prosedur Office/ Petugns Persyaratan Keterangan
Pemohon Hepala Dinas Perlenginpen Waktu Cutpat
Laynnan
1 [|Pe juan permeohonan Dakumen [:!uku}:nu;n
g8 P permohonan 1En P r?u. ol
izin
registrasi, menerima dan memenksa Bk i :
2 |kelengkapan berkas, cetak tanda . h:mﬂn' ! 50 menit lmb: Lr,n.ma
terima berkas, entry data PECTUOTOIEED 10 TR
Jika kelengkapan
berkas tidak
lenghap dan benar
JE
menghkomunikaaika
Verifikam kelengkapan data, benta Dokumen . n kepada pemohon,
S ACACT. tak permohonan lzn 1 e berita acara. benta acara dibuat
setelah pemohon
melenghkapt
kekurangan
mdrainistras.
4 |Penetapan izin - draf izin 1 hari PeRetapEn izin
5 |Cetak 1zin terbit .-l PEnEtRpAN 1Zin 30 menit wEin
Total Waktn 2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER TEKNIK REPRODUKSI

Nonperizinan.

IS N

Nomor SOP 33 Tahun 2022 ]
S L
mufmmhmgm WT W
’1 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
BUPATI KARANGASEM i
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
' SURAT IZIN PARAMEDIK
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP VETERINER TEKNIK
| REPRODUKSI

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan | 1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan

Kesehatan Hewan; komputer
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 2. Memahami pelayanan administrasi publik
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Pelayanan | 3. Memahami alur atau tahapan proses administrasi

Jasa Medik Veteriner; perizinan
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang| 4. Mengetahui dan memahami syarat pengajuan

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan permohonan izin

Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan | 5. Memahami pengisian blangko permohonan izin

Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas | 6. Mengetahui tim teknis dari Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang terkait

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan | 7. Memiliki kemampuan untuk mengisi lembar

disposisi.

___E




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER TEKNIK REPRODUKSI

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Izin Lingkungan/SPPL 1. Perangkat Komputer/Printer,
2. SOP SIP Dokter Hewan/ Dokter Herwan Spesialis 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin

Paramedik Veteriner Teknik Reproduksi.

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan
Surat Izin Paramedik Veteriner Teknik Reproduksi.

4. Buku Registrasi Surat lzin Paramedik Veteriner
Teknik Reproduksi

5. Buku Monitoring Perjalanan Dokumen

6. Buku Penyerahan Arsip Izin Terbit

7. Lemari Arsip

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak :
1. Pelaksanaan Pelayanan Surat Izin Paramedik Veteriner Teknik
Reproduksi tidak dapat dilaksanakan dengan baik, prosedur dan waktu
pelayanan tidak jelas.




STANDAR OPERASBIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT LZIN PARAMEDIK VETERINER TEKNIK REPRODUES]

i BUPATI KARANGASEM [romor sor : 33 Tahun 2022
. REVIS] o
s TOL. PEMBUATAN -
£ Burat Izin Paramedlk Veteriner Teknlk Reproduksi TOL, REVISI ;
TGL. EFEKTIF : 12 Dkiober J22
Felaksana Mutu Baku
Front
. ralan Prosedur rayarat rangan
e e “ Pemahon OfMce/Petugns Hopala Dinas :::h gl Waktu Tutput .
Penerlma Laynnna Elape
. Drekiumen Daokuimery
L. [Pengajuan permchanan permohonan kin permohonan ixHn
registrasi, menerima dan memeriksa
2 Ikelengkapan berkas, cetak tanda L’“:“:'“m_ ) 0 mendt “‘”1"'“ Herion
terima berkas, cntry dats PrETVGERR LY rias
Jika kelenghapan
berkas tidak lenghap
dan bensar J¥
mengkaimiariloasikan
kepada pemohion,
Verifikasi kelengknpan data, berita Dakiumne berita acara diliuat
g [ gk tiduk bo“ll}ﬂ.ﬂ-l':lliﬂn I hari berita acare [setelah pemohon
i mebkengkap
kekurangan
ackminkstrns.
¥
4 |Penetapan ixn dral izin 1 hari penetapan kzHn
5 |Cewnk izn terbit .—L-g peneiapan kin 30 menit lzin

Total Waktu

2 harl 90 monit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN LEGALISIR IZIN

r.—._

T Nomor SOP 33 Tahun 2022
0 s Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
m'; ummmmmm’l
BUPATI KARANGASEM Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
NON PERIZINAN NAMA SOP LEGALISIR IZIN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan

dan Nonperizinan;

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Legalisir 1zin.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 1. Perangkat Komputer/Printer.
Sektor PUPR 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Legalisir Izin
2. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 3. Buku Registrasi Legalisir Izin
Sektor Perdagangan 4. Buku penyerahan Legalisir Izin
3. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 5. Lemari Arsip
Sektor Telekomunikasi
4. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Sosial
5. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Kesehatan
6. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN LEGALISIR IZIN

Sektor Transportasi

7. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Pendidikan

8. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Pertanian

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada Pelayanan Legalisir Izin tidak dapat diselesaikan
dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian
tidak jelas dan tidak terukur.




BUPATI EM NOMOR SOF : 33 Tahun 2022
REVISI -
TGL. PEMBUATAN e
Legalisir Izin TGL. REVISI Eie.
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan
Pemohon Semerbook JF Substansi PTSP |Kepala Dinas Peclengh Waktu Output
Layanan
1 |Pengajuan permohonan Do}mmenlpermohonan Doklmmn‘pcrmohonan
izin izin
Memveifikasi berkas permohonan Dokumen permohonan . .
2 legalisir “ izin 60 menit tanda terima berkas
Jika kelengkapan
berkas tidak lengkap
J ' dan benar JF
mengkomunikasikan
kepada pemohon,
Verifikasi kelengkapan data, berita Dokumen permohonan : 5 berita acara dibuat
3 iy tidak izin 1 hari berita acara setelah pemohon
melengkapi
kekurangan
administrasi.
ya
4 |Legalisir Dokwunen draf izin 1 hari penetapan izin
Menyerahkan dokumen kepada o . fi
5 ernahon .__- penetapan izin 30 menit izin
Total Waktu 2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN PEMBATALAN IZIN

o Nomor SOP 33 Tahun 2022 ;l
%
S Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
u‘;ummmmmml
- —. Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
NON PERIZINAN NAMA SOP PEMBATALAN IZIN
| _
Dasar Hukum | Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan;

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Pembatalan lzin

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 1. Perangkat Komputer/ Printer.
Sektor PUPR 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Pembatalan lzin
2. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 3. Blangko permohonan Pembatalan Izin
Sektor Perdagangan 4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Pembatalan Izin
3. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 5. Buku Registrasi Pembatalan Izin
Sektor Telekomunikasi 6. Buku monitoring perjalanan dokumen
4. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 7. Buku penyerahan arsip pembatalan izin
Sektor Sosial 8. Lemari Arsip
5. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha l




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN PEMBATALAN IZIN

Sektor Kesehatan
6. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Transportasi
7. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Pendidikan
8. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Pertanian

Pencatatan dan pendataan

Peringatan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
berdampak kepada penerbitan Pembatalan Izin
terlambat




¢ ) BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
REVISI -
TGL. PEMBUATAN ‘-
Pembatalan Izin TGL. REVISI 3
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022
Pelaksana Mutu Baku
Front
No. Uraian Prosedur Keteran,
Pemohon Offics/Petugse JF Substansi PTSP Kepsia Feriynastan/ Waktu Output S
Penerima Dinas Perlengkapan
Layanan
1 |Pengajuan permohonan ‘ Dokumen_p_ermuhonan Domlmen.p.ermohonan
izin izin
[
- |Memveifikasi berkas permohonan Dokumen permohonan | :
2 pembatal P 60 menit tanda terima berkas
Jika kelengkapan
berkas tidak lengkap
X dan benar JF
‘ mengkomunikasikan
kepada pemohon,
3 |Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak Dolnumen pormolenat | g berita acara Derita acara dibuat
wn setelah pemohon
melengkapi
kekurangan
administrasi.
ya
W
4 |Legalisir Dokumen draf izin 1 hari penetapan izin
5 [Menyerahkan dokumen kepada pemohon -(__- penetapan izin 30 menit izin
Total Waktu 2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN PENCABUTAN IZIN

| Nomor SOP 33 Tahun 2022
:
" S = Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
m;u 159 068 0N & mm’l
BUPATI KARANGASEM Disahkan Oleh ORI AR AR

PERIZINAN NON OSS NAMA SOP PENCABUTAN IZIN |

|
Dasar Hukum | Kualifikasi pelaksana

1.

2

3.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052 /MENKES/PER/X /2011 tentang, lzin Praktik, dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor
33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat [zin Non OSS.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Non Perizinan Berusaha.

1. Perangkat Komputer/Printer.

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Pencabutan
Izin Non OSS.

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat
Pencabutan Izin Non OSS.

4. Buku Registrasi Surat Izin Non OSS. |

e



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN PENCABUTAN IZIN

5. Buku monitoring perjalanan dokumen
6. Buku penyerahan arsip Pencabutan izin terbit
7. Lemari Arsip

 Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada penerbitan Pencabutan Izin Non OSS terlambat




BUPATI KARANGASEM MOMOR 508 : 33 Tahun 2022
REVIST i
_@ TGL. PEMBUATAN LR
e L Pencabutan Izin TGL, REVISI £
LTGL‘ EFEKTIF + 12 Oktober 2022
Pelaksann Mutu Baku
Prosed ” Haterangan
Uralan ur Office/Petugns Hepala Persyaratan
Pemohon Penerlma JF Bubstans] PTEP ; Per ’ Wakto Output
Layanan
Pengajuan permohonan I)ahuunn‘g:-umlmrmn I.‘-{\kunlrnli;]:::'nwlmchL
Memvelfikagi berkas permobonan Drbiumieny permaohsrisn
| pencabutas; fin 60 meni tandn terima berkas
LIk kelenghapin
berkas tidak lengkap
dan bepar JF
o iknsikan
kepasda pomohon,
berita seam dibuat
Veriflkasi kelengkapan data, berita scam tidak L'\okll.llmnizn:;:'lnmmnnn J G i i st
inl.dt.'l:ln}(,aiﬂ
keloumnigan
admintstras.
R
Legalisir Dokumen draf kzin 1 hard Penetapan kn
5 |Cetak pencabutan ixin terbit ._ penetagsn kein A0 prenit i=in
Total Waktu 2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN DALAM PROSES PERIZINAN

Nomor SQOP

33 Tahun 2022

Tanggal Efektif

12 Oktober 2022

mu&mmmgeﬂ Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM
BUPATI KARANGASEM
NON PERIZINAN NAMA SOP SURAT KETERANGAN DALAM

PROSES PERIZINAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan;

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
permohonan Surat Keterangan Dalam Proses Perizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor PUPR

2. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Perdagangan

3. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Telekomunikasi

4. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Sosial

5. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha

1. Perangkat Komputer/Printer,
2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Dalam

Proses Perizinan.

3. Buku Registrasi Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat
Keterangan Dalam Proses Perizinan.

4. Buku penyerahan Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat
Keterangan Dalam Proses Perizinan.

S. Lemari Arsip

3




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN DALAM PROSES PERIZINAN

Sektor Kesehatan
6. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Transportasi
7. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Pendidikan
8. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Sektor Pertanian

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
kepada  Pelayanan Panduan  syarat Pengajuan
Permohonan Surat Keterangan Dalam Proses Perizinan
tidak dapat diselesaikan dengan baik, prosedur,
persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan tidak
terukur.




BUPATI KARANGASEM

ROMOR 80P
REVIA]

Surat Heterangnn Dalam Proses Perlzlaan

TOL. PEMBUATAN
TOL. REVISI
TOL. EFERTIF

33 Tahun 2023

: 12 Oktoher 2022

Pelaksana Mutu Baku
Front
Ha, Uralan Prosedur Offles/Petugns Porsyaratan Katerangun
Pemohon Panarimis JF Substansi PTSP | Kepala Dinas Porlengkapan Walktu Outpat
Layanan
1 |Pengajnan AT Dekumen permohorun Diokumen permotwnsan
ey izin

. [Memveifikasi berkas permohonan Surmt Dokumen perniobwonan s .

2 Keterangan Dalam Proses ey 60 menit | wowka verime berkas
Sikn kelenglopan
beckas tidak lengkap

) dan besinr JF

mvergkomunikastikan
kepoela pemolion,
beritn acara dibuat

- Dokuen permobionmn

3 |Verifiknsi kelenghapan data, berita ncags tdak ir“ 1 hari berita noars seielah pemohon
meletighaph
hekurangan
acnsinistrasd,

¥a
4 |Legalisiy Dokumen el #in 1 hard penctapan kbn
5 [Menyerahkan dokumen kepada pemohion -nl penctapan i#n 30 mwenit Exin

Total Waktu

2 hari 90 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

¢ Nomor SOP 33 Tahun 2022
Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
(@) =
04) (L) 09 069 0N (1 V) dl
Disahkan Oleh
BUPATI KARANGASEM BUPATI KARANGASEM
NON PERIZINAN NAMA SOP SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun | 1. Menguasai pengoperasian komputer.
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan | 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan
Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang permohonan Legalisir Izin..
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perizinan dan Nonperizinan;

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Nonperizinan Perangkat Komputer/Printer.

Panduan syarat Surat Kerterangan Penelitian
Buku Registrasi Surat Keterangan Penelitian
Buku penyerahan Surat Keterangan Penelitian
Lemari Arsip

S g 1 A




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
berdampak kepada Surat Keterangan Penelitian tidak
dapat  diselesaikan dengan  baik, prosedur,
persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan tidak
terukur.




STANDAR OPERASIONAL PROGEDUR NON PERGAMAN BURAT KETERANCAN PEHELITIAN

BUPAT] KARANGASEM :I;:::H Lt 33 Toboum 2022

TOL. PEMBUATAN .

Surat Keterangan Peoolitise Toil. REVIS! .

TOL.EFEETIF + 17 Dhclober 22
Polaksana Muts Baku
Prosedur
Druise Offica / Petagas Persyaraten
Pemoben ’ JF Substansl PTEF | Kepals Disas e Wk Cutput
Laynnan

Hatérangan

Pengajizan permolboanas

Dokumen permaotwoain
miri

Dabmimen permohonan
=

Memveifiknas berkas permohonan Sumd Eoterangan

” Delgimon permodsonan
2 Y oerelitian e G0 memit | tanda terima berkes
Bika kelengiapan berkas
thiak lengloap dan benar JE
menghesirninskaailan
hepatda pemalan, benta
3 [Verifikasl kelerigkapan data. beritn asam tidak Dedumen pommotwnan 1 Y i mowrn bt actclal
Ul pemahon mdenghap
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‘ Nomor SOP 33 Tahun 2022
Tanggal Efektif 12 Oktober 2022
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BUPATI KARANGASEM
PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS
PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PADA DINAS NAMA SOP RISIKO PADA DINAS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.
3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah;

. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan SOP;

. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang

1. Menguasai pengoperasian komputer.
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat dan prosedur
pengajuan permohonan Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko,

rrv




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PADA DINAS

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah dirubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. Perangkat Komputer/Printer.

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Pengawasan Perizinan
Berbasis Risiko.

Blanko permohonan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko.
Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Pengawasan Perizinan
Berbasis Risiko.

Buku Registrasi Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko.

Buku monitoring perjalanan dokumen.

Buku penyerahan arsip izin terbit.

Lemari Arsip.

»w

® o>

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada
penyelesaian Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko tidak dapat
dilaksanakan dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu
penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur.
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BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022
REVISI -
TGL. PEMBUATAN -
Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko pada Dinas TGL. REVISI £
1 _ _ TGL. EFEKTIF . 12 Oktober 2022
— — Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Koordinator JF JF Penanaman 1a Di Persyaratan/ Kt Keterangan
i o Penanaman Modal Modal o P ® Perlengkapan " .
Untuk Resiko Rendah dan
Menengah Rendah Inspeksi
B o St e AR . Swnbn g maAn) s Data Pelaku Usaha |- Lapangan Dilaksanakan
fe== F Sekali dalam Setahun
Untuk Resiko Menengah
| S A 4
R Tinggi dan Tinggi Inspeksi
2 ﬁl: amh‘;enﬁkasl S ‘ Usahj rglirllf ;‘;g ah 2 Hari Data Pelaku Usaha Lapangan Dilaksanakan Dua
m Kali dalam Setahun
Muxgpamun jadwel ; Jadwal Inspeksi . Jadwal Inspeksi
3 |pelaksanaan Inspeksi L it 1 hari b -
lapangan pang; pang
Melsksanalom Inspel«lzm Pelaksanaan ; Pelaksanaan Inspeksi
4 |Lapangan Bersama Tim Inspelsi L 1 Hari .3 =
Teknis Pengawasan i pang
METMDUAT BETIta ACara
5 Pengawasan dan Laporan BAP s BAP

Pelaksanaan Inspeksi

lananaan

Total Waktu

6 Hari 60 Menit
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